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RINGKASAN

Telah terjadi perubahan yang cukup mendasar pada sistem
Pemerintahan Desa seiring dengan pemberilakuan otonomi daerah di
Indonesia. Perubahan tersebut tidak hanya pada strukturnya saja
melainkan juga menyangkut tata kerjanya. Namun demikian terdapat
aturan adat vang masih dipakai dan belum memungkinkan untuk
diadakan perubahan sesuai dengan mamajemen modern, aturan adat
tersebut adalah pemberian tanah ganjaran sebagai pola pengupahan
aparat Pemerintah Desa.

Dengan kondisi di persimpangan tersebut, maka berdasarkan
landasan teori yang dikembangkan oleh Richard Long (1998} tentang
reward system penulis meneliti sampai sejauh mana pengaruh imbalan
vang diterima oleh aparat desa tersebut terhadap kinerjanya pada era
awal pelaksanaan otonomi daerah, dengan mengambil daerah penelitian
di Kabupaten Mojokerto.

Hipotesis yang penulis ajukan dalam penelitian ini adalah
diduga ada pengaruh imbalan yang diterima oleh aparat desa baik
imbalan intrinsik maupun imbalan ekstrinsik terhadap kinerjanya.

Sebagai populasi adalah 299 Kepala desa se Kabupaten
Moijokerto dan diambil 100 orang sebagai sampelnya dengan motode
Stratified Random Sampling. Sedangkan variabel dalam penelitian ini
adalah X, : Imbalan Intrinsik, X, : Imbalan Ekstrinsik dan Y : Kinerja.

Pengumpulan data di lapangan dilaksanakan mulai tanggal 1
Oktober 2001 sampai dengan 30 Oktober 2001 di wilayah Kabupaten
Mojokerto dengan metode kuesioner yang mengalami tahap uji validitas
dan uji realibilitas, observasi dan telaah dokumentasi. Dari data yang
telah terkumpul selanjutnya dianalisis dengan metode regresi logistik.

Berdasarkan analisis data yang penulis lakukan menunjukkan
bahwa odd ratiofOR) pada variabel Ekstrinsik sebesar 3,767 dengan
confidence Interval OR antara 1,644-8,629, ini berarti bahwa variabel
Ekstrinsik berpengaruh cukup signifikan terhadap kinerja, sedangkan
variabel Intrinsik tidak menunjukkan pengaruhnya.

Dari hasil analisis data tersebut selanjutnya dibahas dari 3 sisi,
tinjauan managjemen SDM, kontek otonomi daerah dan perspektif
perubahan budaya lokal.

Berdasarkan analisis dan pembahasan hasil penelitian ini, dapat
disimpulkan bahwa imbalan intrinsik yang diterima Kepala desa tidak
berpengaruh terhadap tingkat kinerjanya, tetapi sebaliknya imbalan
ekstrinsik  justru  berpengaruh yang cukup signifikan terhadap
kinerjanya. Hal ini sejalan dengan perkembangan dan perubahan
budaya lokal, kedudukan manajerial Kepala desa dalam suatu
organisasi serta iklim otonomi daerah yang baru pada tahap penerapan
awal di tingkat desa.

Vil



ABSTRACT

There is a local culture in Mojokerto regency and in other regions
that being a head of village is such a prestige and symbol of social status
in the community.

By the implementation of Jocal autonomy, that phenomenon has
changed. Head of village position is not a symbol of community status
anymore, it is a field to make money.

There is a change in head of village paradigm as a results show.
Previously, respecting and admission from his people are the crucial
rewards to support his performance. Nevertheless, an extrinsic reward
such as financial income recently has been a crucial reward to support
his performance.

Those changes are reasonable referring to a theory in human
resources management that says compensation is a crucial part to be
concerned in order to increase performance of organization instead of the
change is a kind of social changing that occurred naturally.

Keywords : local autonomy, reward, head of village, performance.
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1.1 Latar Belakang

Sejarah telah mencatat bahwa tanggal 1 Januari 2001
merupakan suatu tonggak khusus dalam ketatanegaraan Republik
Indonesia karena pada tanggal tersebut secara resmi dimulainva era
otonomi daerah berdasarkan Undang Undang Nomor 22 tahun 1999
tentang Pemerintahan Daerah.

Dengan berlakunya undang-undang tersebut, maka banyak
perubahan yang terjadi pada sistem pemerintahan daerah di Indonesia
baik yang menyangkut tentang institusi, pola hubungan antara
pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, tata kerja pemerintahan
maupun pola pemikiran dan sikap masyarakatnya.

Perubahan-perubahan yang terjadi sejalan dengan dimulainya
era otonomi daerah ini memunculkan persoalan-persoalan baru tentang
pola pelaksanaan pemerintahan yang sebelumnya dipandang sebagai
sesuatu yang sudah agak mapan. Hal ini merupakan kewajaran
mengingat dengan adanya perubahan cukup mendasar yang belum
disertai dengan pemahaman yang merata diantara komponen
pemerintahan maupun masyarakat secara umum,

Sebenarnya istilah otonomi daerah sebenarnya bukan

merupakan hal baru yang muncul secara tiba-tiba sejak bergulirnya



reformasi, akan tetapi sudah ada sejak pemerintahan daerah diatur
dengan undang undang yang berlaku sebelumnya yaitu Undang Undang
Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok Pokok Pemerintahan di Daerah.
Namun yang menjadi persoalan adalah otonomi daerah seperti yang
diatur dalam undang-undang sebelumnya lebih bersifat retorika politik
yang tidak pernah dilaksanakan secara operasional {Dardjo Sumardjono,
2000:1).

Pada bagian lain salah satu yang diatur dalam undang undang
otonomi daerah adalah tentang Pemerintahan Desa sebagai pengganti
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979. Dengan diberlakukannya
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, banyak perubahan secara
fondamental bila dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya,
terutama yang menyangkut pengaturan SDM Pemerintahan Desa,
maupun tentang tata kerja lembaga pemerintahan desa.

Pengembangan SDM pemerintahan saat ini menjadi isu
strategis bagi semua organisasi, hingga pada level terbawah sekalipun
seperti pemerintahan desa. Hal ini terjadi karena faktor SDM menjadi
faktor penentu bagi kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Dalam
situasi lingkungan eksternal yang berubah pesat dan penuh ketidak
pastian, suatu organisasi harus mampu mengantisipasinya dengan
membuat keputusan yang cepat dan tepat. Disinilah SDM berperan

sangat penting dalam mencapai tujuan organisasi. Tanpa dukungan



SDM yang berkompeten tidak dapat dijamin apakah suatu organisasi
dapat mengimbangi kecepatan perubahan yang terjadi di lingkungannya.
{ Irianto 2001: 12).

Meskipun pemerintahan desa sudah mengalami beberapa kali
perkembangan yang ditandai dengan diterapkannya beberapa undang
undang tentang pemerintahan desa, namun suatu hal yang tidak
mengalami perubahan hingga saat ini adalah imbalan terhadap SDM
aparatnya yang menggunakan tanah bengkok atau tanah ganjaran.
Imbalan dengan pola tanah bengkok/tanah ganjaran ini mengacu pada
hukum adat yang sudah berlaku secara turun temurun.

Berpegang pada realitas tersebut maka sistim yang masih
banyak diliputi suasana tradisional harus dapat dipadukan ke dalam
lingkungan organisasi modern seperti yang dikehendaki Undang Undang
Otonomi Daerah.

Persoalannya kini adalah bagaimana situasi tradisional

tersebut dapat ditransformasikan ke dalam nilai-nilai

modernitas pengembangan SDM dalam formatnya yang baru.

Saat ini terasa sangat mendesak untuk menformulasikan model

pengembangan SDM yang layak dengan situasi spesifik di

lingkungan pemerintahan ( Irianto, 2001:11j.

Sebenarnya pemerintah sudah pernah berusaha mengubah
pola tersebut dengan penerapan standar gaji bagi SDM pemerintahan
desa. Pemerintah Daerah Tingkat | Jawa Timur telah menetapkan

Peraturan Daerah Nomor 21 tahun 1987 vyang berisi ketentuan

penghasilan tetap untuk Kepala Desa Rp. 60.000,00, Sekretaris Desa Rp.



50.000,00, Kepala Urusan dan Kepala Dusun Rp. 40.000,00 per bulan
ditambah tunjangan penghasilan sesuai dengan kemampuan desa,
paling banyak 4 (empat} kali jumlah penghasilan tetap { Himpunan
Peraturan Tentang Pemerintahan Desa, 1989:565 ). Namun dalam
prakteknya hal tersebut hanya dapat terlaksana di atas kertas dan
secara riil SDM Aparat Pemerintah Desa masih menerima imbalan
berupa pengerjaan tanah ganjaran.

Problem yang timbul sebagai konsekuensi penerapan pola

imbalan dengan tanah ganjaran antara lain :

1. Tidak ada standar luas dan tingkat kesuburan tanah
ganjaran tersebut sehingga pendapatan yang diperoleh
aparat pemerintah desa sangat beragam,;

2. Pendapatan yang diterima aparat pemerintah desa tidak
dipengaruhi oleh kinerja organisasi akan tetapi oleh kinerja
operasional tanah ganjaran yang bersangkutan sehingga
penghasilan yang diharapkan tidak dapat stabil akan tetapi
sangat relatif tergantung dari keberhasilan berusaha tani;

3. Aparat pemerintah desa setelah menerima imbalan berupa
tanah ganjaran, tidak lagi terkonsentrasi tenaganya untuk
keperluan organisasinya tetapi terpecah untuk mengerjakan

tanah ganjarannya;



Sebetuinya tanah ganjaran bukan merupakan satu-satunya
bentuk kompensasi yang diterima oleh aparat pemerintahan desa, masih
ada kompensasi dalam bentuk yang lainnya. Bahkan Long {(2000:8]
menyebut terdapat dua bentuk imbalan yaitu intrinsic reward dan
extrinsic reward. Intrinsik reward adalah bentuk imbalan atau reward
yvang diterima para pekerja terkait dengan faktor yang ada di dalam
pekerjaan itu sendiri, sedangkan extrinsic reward adalah yang terkait
dengan hal-hal di luar pekerjaan itu sendiri.

Dalam  manajemen  sumber daya  manusia, Siagian
berpandangan bahwa penerapan sistem pengupahan atau imbalan
harus memenuhi persyaratan : (1} mempunyai daya kompetitif bagi
pekerja; (2} merupakan daya tarik untuk bertahan; (3) mempunyai
prinsip keadilan; (4] menghargai perilaku positif; (5] pengendalian
pembiayaan; (6] kepatuhan pada peraturan perundang-undangan,; (7)
terciptanya administrasi pengupahan yang berdaya guna dan berhasil
guna. { Siagian 2000:255 ).

Dengan terpenuhinya persyaratan tersebut maka tercipta suatu
hubungan timbal balik yang saling menguntungkan antara organisasi
dengan pekerjanya. Maslow dengan teori herarki kebutuhannya
mengemukakan bahwa dengan mendapatkan imbalan yang dapat

mencukupi kebutuhan dasar fisiologisnya, para pekerja akan termotivasi



untuk memberikan hal positif kepada organisasi yang pada gilirannya
kinerja akan meningkat (lihat :Pace, 1998:121).

Yang menjadi persoalan terkait dengan pola imbalan SDM
pemerintahan desa adalah dengan pola tersebut apakah berpengaruh
terhadap kinerjanya dalam lingkup Kabupaten Mojokerto. Sedangkan
SDM pemerintahan desanya dibatasi pada Kepala desa di Kabupaten
Mojokerto.

Kabupaten Mojokerto terdiri dari 299 desa dengan jumlah
aparat pemerintahan desa secara keseluruhan sebanyak 2.878 orang
dengan pola pengupahan seluruhnya dengan tanah ganjaran/tanah
bengkok yang beragam antara desa yang satu dengan desa lainnya (
Dokumentasi Bagian Pemerintahan Kabupaten Mojokerto 2001).

Untuk melihat kinerja SDM pemerintah desa di Kabupaten
Mojokerto misalnya dapat dilihat dari pencapaian pembayaran Pajak
Bumi dan Bangunan pada periode tertentu seperti tampak dalam tabel
1.1.

Dari tabel 1.1 tersebut dapat dilihat bahwa sampai dengan
bulan September atau dalam waktu 7 bulan mulai bulan Maret sejak
terbitnya SPPT, pencapaian pembayaran PBB baru 29,41 %, sementara 2
bulan berikutnya sampai batas akhir masa pembayaran PBB yaitu pada

akhir bulan Nopember harus dapat menyelesaikan sisanya sebesar



70,59 %. Berdasar pada kenyataan tersebut maka dapat menunjukkan

rendahnya kinerja Pemerintahan Desa.

Tabel 1.1

DATA PERKEMBANGAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

KABUPATEN MOJOKERTO KEADAAN BULAN SEPTEMBER 2060

No. KECAMATAN BAKU PEMBAYARAN | %
Pn) T2
WP P

1 | Jatirejo 203.052.842 40.474.381 19,93
2 | Gondang 157.041.630 157.041.630 100
3 | Pacet 277.587.247 116.664.101 42 02
4 1 Trawas 210.8638.520 55.188.777 25,46
5 | Ngoro 205,274 781 76.226.213 25,81
6 | Pungging 283.870.243 126.741.467 44 .64
7 | Mojosari 269.798.033 83.143.326 30,81
8 | Kutorcjo 232 .665.954 181.256.880C 77,40
$ | Dianggu 278.432.524 74.761.823 26,85
10 | Bangsal 268.473.873 90.333.368 33,64
11 | puri 405.523.523 31.346.952 7.72
12 | Trowulan 247 .472.651 24 603,225 7,10
13 | Sooko 284.135.459 40.871.534 14,38
14 | Gedeg 221.596.191 19.950.018 9,00
15 | Kemlagi 245.863.324 53.317.195 21,68
16 | Jetis 276.820.788 56.337 696 20,35
17 | Dawarblandong 241.667.170 96.974.534 40,12
JUMLAH 4.506.114.753 | 1.325.334.212 29,41

Sumber Data : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto, 2000

Pemerintahan desa sebagai suatu organisasi yang mempunyai

kekhususan dalam pengelolaannya, juga mempunyai kekhususan pula

dalam pengukuran kinerjanya. Kinerja SDM Kepala desa dapat dilihat

dari

tingkat

pencapaian fungsi

yang harus

dilaksanakannya.

Berdasarkan pasal 6 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto

Nomor 11 Tahun 2000 disebutkan bahwa fungsi Kepala desa adalah :




a. Melaksanakan kegiatan dalam rangka
penyelenggaraan urusan rumah tangganya sendiri;

b. Melaksanakan kegiatan dalam rangka pelayanan
kepada masyarakat;

¢. Melaksanakan kegiatan dalam rangka menggerakkan
partisipasi masyarakat desa;

d. Melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah
Daerah;

e. Melaksanakan tugas pembantuan dari Pemerintah
dan Pemerintah Propinsi dan atau Pemerintah
Daerah;

f. Melaksanakan koordinasi jalannya pemerintahan,
pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat
di desa;

g. Melaksanakan urusan pemerintahan lainnya yang
tidak termasuk dalam tugas sesuatu instansi dan
tidak termasuk urusan rumah tangga Desanya.
{Anonymus 2000:6).

Reformasi yang bergulir di Indonesia melahirkan wacana baru
tentang pemahaman hak dan kuajiban masyarakat. Kadangkala wacana
vang berkembang justru melebihi dari yang sewajarnya. Hak

mengeluarkan pendapat saat ini sudah direspon sedemikian besar oleh



masyarakat bahkan kadangkala ada kecenderungan yang tidak rasional
bahkan sekehendak sendiri tanpa memperhatikan rambu-rambu yang
ada.

Dari fenomena fersebut maka terdapat pengaruh langsung
terhadap tata pemerintahan di desa. Dengan menggunakan baju
demokrasi, masyarakat tidak segan-segan untuk memberhentikan
seorang perangkat desa jika dirasa perangkat tersebut tidak
disenanginya dengan cara menghimpun kekuatan untuk
melengserkannya. Keadaan ini tentunya kurang menguntungkan bagi
Perangkat desa yang bersangkutan apa lagi ditinjau dari sisi penghasilan
tidak semua jabatan Perangkat desa itu memadai.

Permasalahan lain berkaitan dengan kinerja aparat
pemerintah Desa adalah tentang proses rekrutmen Kepala desa dan
Perangkat desa. Dengan mengacu pada persyaratan yang telah
ditentukan diharapkan dapat dipilih aparat yang berkualitas. Namun
demikian dengan iklim demokratisasi yang sedang berkembang dalam
proses pemilihannya lebih menonjolkan sisi politis dari pada sisi kualitas
aparat. Money politic dalam proses pemilihan aparat pemerintahan desa
oleh masyarakat sudah dianggap bukan barang tabu, dan jangan
berharap terpilih sebagai aparat pemerintah desa jika dalam proses
pemilihannya tidak menggunakan money politic. Kalau sudah demikian

keadaannya maka kualifikasi yang diharapkan sudah jauh dari harapan.
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Penghasilan aparat pemerintah desa bagi sebagian besar desa
juga masih mempunyai problema tersendiri. Sebagaimana ketetapan
adat dan dilegalkan eksistensinya berdasarkan peraturan perundangan
yang berlaku bahwa penghasilan aparat pemerintah desa diberikan
dalam bentuk tanah bengkok atau tanah ganjaran. Bagi desa yang
mempunyai tanah ganjaran yang luas dan subur tampaknya tidak
menjadi persoalan, akan tetapi bagi Desa yang tanah ganjarannya
sempit apalagi tandus merupakan problema tersendiri yang harus
dicarikan jalan keluarnya. Dengan tanah ganjaran yang sempit berarti
penghasilannya kecil pula dan berakibat pada beberapa daerah tidak
ada masyarakat yang mencalonkan menjadi aparat pemerintah desa,
dan jika ada perangkat desanya kadangkala lebih terkonsentrasi untuk
mencari tambahan penghasilan di luar. Pada zaman dulu fenomena ini
tidak terjadi mengingat untuk menjadi seorang aparat pemerintah desa
bukan pertimbangan penghasilan yang dijadikan pertimbangan akan
tetapi pertimbangan status atau prestise yang ditonjolkan. Akan tetapi
keadaan sekarang dalam masyarakat yang lebih rasional cara
berfikirnya, status atau prestise bukan merupakan pertimbangan
utamanya.

Persoalan kinerja aparat pemerintahh desa ini juga sangat
dipengaruhi oleh tingkat pendidikannya. Banyak dijumpai di desa,

aparat pemerintah desa kebanyakan berijazah sekolah dasar, karena
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bagi masyarakat yang berpendidikan lebith baik dan mempunyai

wawasan luas cenderung tidak berminat menjadi aparat pemerintah

desa dan lebih berminat dalam profesi lain yang lebih menjanjikan.

Dapat dibayangkan bagaimana kualitas kinerja suatu organisasi yang

dikelola oleh aparat yang berpendidikan rata-rata hanya sckolah dasar.

Suatu sistem pengawasan adalah merupakan unsur pokok

dalam manajemen modern. Berpedoman pada ketentuan lama yaitu

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, secara hirarkis pemerintahan

desa adalah merupakan subsistem dari pemerintah kecamatan. Hal ini

dapat dibuktikan dengan berperannya Camat dalam pembinaan dan

pengawasan terhadap jalannya pemerintahan desa. Peran yang dapat

dimainkan oleh Camat antara lain :

1.

Sebagai Panitia Pengawas dalam proses pemilihan
Kepala desa;

Berperan mengusulkan pengangkatan dan
pemberhentian Kepala desa kepada Bupati/Kepala
Daerah;

Memberikan hukuman administratif tingkat pertama
berupa peringatan kepada Kepala desa yang terbukti
melakukan kesalahan administratif;

Sebagai Ketua Panitia ujian kemampuan dalam

rangka pengangkatan perangkat desa;
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5. Menanda tangani Keputusan pengangkatan dan
pemberhentian perangkat desa.

Dengan power yang dimiliki Camat dalam suatu sistem
pemerintahan desa tersebut, dapat dijadikan sebagai suatu lembaga
pengawasan intern yang sangat efektif terhadap kinerja aparat
pemerintah desa. Konkritnya adalah jika aparat pemerintah desa
melakukan kesalahan dalam melaksanakan tugasnya, maka Camat
punya kewenangan untuk memberikan sangsi administratif atas
kesalahan tersebut.

Sejalan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun
1999, kewenangan yang ada pada lembaga kecamatan terhadap suatu
sistem pemerintahan desa dihilangkan. Secara herarkis Camat bukan
merupakan atasan langsung dari aparat pemerintah desa, dan Camat
tidak punya kewenangan untuk memproses pengangkatan maupun
pemberhentian aparat pemerintah desa dan pada akhirnya Camat tidak
mempunyai fungsi pengawasan yang mengikat terhadap kinerja aparat
pemerintah desa. Fungsi pengawasan terhadap aparat pemerintah desa
secara demokratis diserahkan kepada masyarakat yang antara lain
melalui suatu lembaga yang dinamakan Badan Perwakilan Desa (BPD)
yakni suatu lembaga yang dianalogkan sebagai “Badan Legislatif” nya

suatu sistem Pemerintah desa.
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Pada masa transisi saat ini, BPD belum dapat berfungsi
secara optimal, sementara Camat secara konstitusional sudah tidak
punya kewenangan untuk melaksanakan fungsi pengawasan, maka yang
terjadi adalah kinerja aparat pemerintah desa mengalami penurunan.
Kemudian timbul suatu pertanyaan bagaimana kinerja aparat
pemerintah desa jika saatnya nanti BPD sudah berfungsi secara optimal,
hal ini belum dapat diramalkan kemungkinannya, karena ada suatu
kéadaan yang mungkin terjadi yaitu iklim euforia sedang berjangkit
kepada para anggota badan perwakilan sehingga kesan yang sangat
kental saat ini adalah arogan dan ego sentris, apalagi juga ditengarai ada
fenomena di beberapa tempat, sebelum menjadi anggota BPD sudah
tertanam dalam benaknya untuk berbuat balas dendam terhadap aparat
pemerintah desa, dan tidak berfikir bagaimana menciptakan suatu
mekanisme pemerintahan yang ideal.

Dengan melihat latar belakang diatas maka terlihat bahwa
kompensasi ataupun imbalan yang diberikan akan mempunyai
pengaruh terhadap tingkat kinerja kepala desa. Hanya saja sampai
sejauh ini gambaran pola imbalan dengan sistem ganjaran dan bentuk
imbalan lainnya dalam suatu sistem pemerintahan desa dan
pengaruhnya terhadap tingkat kinerja Kepala desa belum banyak

dibahas. Oleh karena itu dalam penelitian ini difokuskan pada pengaruh
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imbalan intrinsik dan imbalan ekstrinsik terhadap tingkat kinerja kepala

desa di Kabupaten Mojokerto.

1.2 Rumusan Masalah
Dari latar belakang tersebut diatas, maka dapat dirumuskan
masalah sebagai berikut :
1. Adakah pengaruh pemberian imbalan intrinsik terhadap
tingkat kinerja Kepala desa ?
2. Adakah pengaruh pemberian imbalan ekstrinsik terhadap

tingkat kinerja Kepala desa ?

1.3 Tuyjuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah :
1. Untuk mengetahui pengaruh pemberian imbalan intrinsik
terhadap tingkat kinerja Kepala desa;
2.  Untuk mengetahui pengaruh pemberian imbalan ekstrinsik

terhadap tingkat kinerja Kepala desa.

1.4 Manfaat Penelitian
Dengan penelitian ini diharapkan :
1. Dapat dipakai sebagai pedoman dalam penyusunan
operasional kerja di lapangan oleh kalangan praktisi

bidang pemerintahan;
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Dapat dipakai sebagai sumber data dalam penelitian
berikutnya yang berkaitan dengan pemerintahan desa;
Dapat dipakai sebagai salah satu bahan pijakan dalam
penemuan teori-teori baru oleh para peneliti berikutnya.

00000
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BAB 2
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Sistem Reward dan Kompensasi
2.1.1 Pengertian

Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap manusia bekerja dalam
suatu organisasi pasti memerlukan imbalan-imbalan tertentu apapun
bentuk yang diharapkannya. Dengan memperoleh imbalan tersebut
maka akan tercipta suatu hubungan yang mutualistis antara organisasi
| dengan para pekerjanya.

Long {1998:8) menyebutkan bahwa semua yang disediakan oleh
organisasi untuk memenuhi satu atau lebih kebutuhan dapat dianggap
sebagai imbalan yang terdiri dari extrinsic reward yang memenuhi
kebutuhan akan kebutuhan dasar seperti halnya upah, pengawasan dan
keadaan kerja, dan kedua intrinsic reward yang memenuhi kebutuhan
yang lebih tinggi tingkatannya untuk kebanggaan, penghargaan dan
pertumbuhan yang melekat pada diri karyawan.

Both extrinsic and intrinsic rewards are important to people, and
each, if utilized effectively, can produce important benefits for the
organization. The mix of these rewards provided by an
organization is termed its reward system. The compensation
system deals only with the economic or monetary part of the
reward system.

Kedua jenis imbalan tersebut penting untuk semuanya dan

masing-masing jika dikelola dengan benar akan menghasilkan

keuntungan pada organisasi. Jika keduanya digabung akan
disebut sebagai sistem imbalan. Sedangkan sistem kompensasi
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hanya berkaitan dengan bagian ekonomi atau moneter dari
sistem imbalan (Long 1998:8).

2.1.2 Tujuan Sistem Kompensasi
Pemberian kompensasi dalam suatu organisasi harus diatur
sedemikian rupa sehingga dapat menguntungkan kedua belah pihak
yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja organisasi. Notoatmodjo
(1998:144) mengidentifikasi beberapa tujuan dengan diberikannya suatu
kompensasi :
a. Menghargai prestasi kerja
b. Menjamin keadilan
c. Mempertahankan karyawan
d. Memperoleh karyawan yang bermutu
e. Pengendalian biaya
f. Memenuhi peraturan-peraturan
2.1.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Sistem Kompensasi
Sistem kompensasi yang diberlakukan dalam satu organisasi
tidak mesti sama dengan organisasi lainnya. Ada beberapa faktor yang
turut mempengaruhinya. Siagian{2000:265) menyebutkan ada 5 faktor
yang mempengaruhinya, pertama : tingkat upah dan gaji yang berlaku
secara umum, kedua : Tuntutan serikat pekerja, ketiga : produktifitas,
keempat : kebijaksanaan organisasi sendiri, kelima : peraturan

perundangan yang berlaku.
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Selain kelima faktor diatas, Notoatmodjo{1998:146) masih
menyebutkan pasokan dan permintaan tenaga kerja sebagai salah satu
faktor yang berpengaruh terhadap sistem kompensasi dalam suatu
organisasi.

Banyak sedikitnya tenaga kerja akan mempengaruhi sistem

pemberian kompensasi. Bagi karyawan yang kemampuannya

sangat banyak terdapat di pasaran kerja, mereka akan
diberikan kompensasi lebih rendah daripada karyawan yang
kemampuannya langka di pasaran kerja. {(Notoatmodjo

1998:146).

2.1.4 Imbalan Intrinsik

Imbalan intrinsik merupakan bagian dari reward system yang
diberikan untuk dapat memuaskan kebutuhan-kebutuhan yang kian
komplek dan lebih tinggi misalnya self-esteem, prestasi, penghargaan,
kebanggaan, pertumbuhan dan perkembangan. Bentuk penghargaan ini
mengacu pada faktor pekerjaan itu sendiri atau job content seperti
misalnya pekerjaan yang memberi tantangan dan menarik, tingkat
keragaman pekerjaan, pengembangan sistem kerja yang memberi umpan
balik, serta kemungkinan berotonomi (Long 1998:8).

Pekerjaan yang menantang merupakan salah satu dimensi dari
intrinsic reward. Seseorang yang diberi tugas penuh dengan tantangan,
jika yang bersangkutan mempunyai etos kerja yang t1ngg1 maka akan
berupaya secara maksimal dengan mengerahkan segala potensi yang

dimilikinya, tidak mengharapkan terjadinya kegagalan dalam tugasnya.
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Pekerjaaan yang menantang pada dasarnya adalah pekerjaan yang
mempunyal resiko kegagalan yang tinggi, maka untuk mencapai
keberhasilan tugas tersebut diperlukan banyak cara untuk menghindari
kegagalan. Bila rintangan maupun tantangan berhasil diatasi dan yang
bersangkutan telah berhasil menyelesaikan pekerjaaan dengan penuh
tantangan besar, maka orang tersebut akan mempunyai kebanggaan
akan tugasnya dibandingkan dengan menyelesaikan pekerjaan yang
tanpa ada tantangan.

Dari asumsi diatas maka seseorang akan merasa mendapatkan
penghargaan jika diberikan tugas yang penuh tantangan dari
organisasinya.

Tingkat keragaman pekerjaan juga termasuk salah satu
dimensi dari imbalan intrinsik. Seseorang yang menghadapi pekerjaan
sejenis secara terus menerus akan merasa bosan dan monoton,
sebaliknya jika sifat pekerjaannya itu beragam maka yang bersangkutan
tidak mudah bosan karena yang dihadapi selalu berubah, cara yang
digunakan juga harus menyesuaikan dan jika menghadapi persoalan,
harus mencari cara baru untuk menyelesaikannya. Dari kenyataan
itulah maka seseorang lebih merasa dihargai bila mendapatkan
pekerjaan yang beragam dibandingkan dengan pekerjaan yang monoton.

Dimensi lain dari imbalan intrinsik adalah pola kerja yang

memberi umpan balik. Jika seseorang telah menyelesaikan suatu
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pekerjaan, biasanya mengharapkan suatu penilaian dari orang lain
apakah dari atasan, sejawat, maupun bawahannya apakah pekerjaan
yang telah dikerjakan tersebut baik, memuaskan atau kurang. Jika
respon yang diharapkan dari pihak lain ternyata tidak muncul, maka
terdapat keraguan akan kemampuan pada dirinya, sebaliknya jika ada
umpan balik apalagi respon yang didapat adalah positif maka akan
tercipta kebanggaan tersendiri.

Richard Hackman dan Greg Oldham (1980} dengan teori job
characteristics seperti yang dikutip Long {1998:115) mengidentifikasi ada
lima dimensi yang dapat memotivasi para pekerja secara intrinsik.
Kelima dimensi tersebut adalah pertama, Identitas tugas (task identity)
maksudnya seorang karyawan mampu menampilkan suatu siklus
aktivitas mulai awal hingga akhir dari pada sekadar satu bagian kecil
dari sikius kerja saja. Kedua, ketentuan tugas (task significance) artinya
kadar pentingnya pekerjaan dalam suatu skema secara umum misalnya
pekerjaan seorang dokter bedah jantung tentunya lebih banyak
perhitungannya dibandingkan seorang penjual permen. Ketiga,
keragaman ketrampilan (skill variety) merupakan pengembangan
sejumlah ketrampilan substansial yang dibutuhkan untuk pemenuhan
tugas. Keempat, otonomi (autonomy) adalah kemampuan seorang
karyawan untuk dapat melakukan pekerjaan sendiri. Serta kelima,

adalah umpan balik (feedback) merupakan tanggapan, penilaian
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maupun penghargaan yang diberikan oleh lingkungan kerja kepada

pekerja sebagai reaksi atas pekerjaan yang dilakukan.

2.1.5 Imbalan Ekstrinsik

Imbalan ekstrinsik merupakan bagian reward system dari
organisasi yang diberikan kepada para pekerjanya untuk memenuhi
kebutuhan dasarnya (basic needs), untuk bertahan (survival) dan
keamanan serta juga kebutuhan sosial lainnya. Bentuk penghargaan ini
mengacu pada faktor-faktor sekitar pekerjaan {job context) seperti
misalnya gaji, perilaku pengawasan, rekan kerja dan kondisi lingkungan
kerja secara umum. Sifat dari imbalan ekstrinsik adalah tangible atau
dapat dirasakan secara fisik (Irianto 2001:68).

Gaji atau kompensasi adalah imbalan yang paling pokok dalam
suatu sistem reward. Terdapat tiga komponen dari sistem kompensasi
yaitu :

a. Gaji pokok (base pay)

b. Performance pay

c. Indirect pay

Gaji pokok atau base pay merupakan basis komponen gaji yang
diperoleh bagi kebanyakan pekerja dan umumnya diberikan dengan
menggunakan standar waktu misalnya per jam, per minggu, per bulan,

dan bahkan di negara-negara tertentu di buat per tahun.
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Komponen kedua bersifat variasi tergantung kinerja yang
dicapai. Performance pay merupakan komponen sistem kompensasi yang
berkaitan dengan penghargaan berupa uang dengan menggunakan
pengukuran standar kinerja individual, kelompok dan organisasional.

Sedangkan ketiga vaitu indirect pay atau acap kali disebut pula
sebagai benefits merupakan komponen yang di dalamnya berbentuk non
uang atau layanan (services) yang secara langsung dapat memuaskan
beragam kebutuhan individual seperti kelangsungan dan keamanan
pendapatan (misalnya organisasi memberi skema program pensiun,
perlindungan kesehatan, dan sebagainyaj.

Perilaku pengawasan adalah termasuk salah satu dimensi
imbalan ekstrinsik. Dengan pengawasan yang diberikan dalam suatu
sistem organisasi maka seorang pekerja akan semakin mantap dan yakin
akan pekerjaan yang dilakukannya tanpa diliputi rasa waswas yang
timbul sebagai akibat rasa takut salah dalam melangkah.

Rekan kerja (co-workers) dan kondisi lingkungan kerja secara
umum merupakan salah satu bentuk dimensi dari imbalan ekstrinsik.
Jika dalam suatu organisasi dapat tercipta suatu suasana yang
harmonis antar sesama karyawan dan lingkungan kerja yang
menyenangkan maka hal itu akan dapat mempengaruhi aktifitas

organisasinya,
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2.1.6 Hubungan teori motivasi, tingkat manajerial dan karakteristik

pekerjaan

Imbalan tidak dapat dilepaskan kaitannya dengan teori motivasi.
Pace {1998:120} menyatakan bahwa sebagian dari teori-teori yang paling
lazim mengenal motivasi merujuk pada kebutuhan sebagai kekuatan
pendorong perilaku manusia. Terdapat tiga teori kebutuhan yang banyak
dipakai sebagai acuan hingga saat ini yaitu Teori Hirarki dari Maslow,
Teori ERG dari Aldelfer dan teori Hygiene-Motivator dari Herzberg.

Maslow dengan teori hirarkinya membagi kebutuhan manusia
secara berjenjang dalam lima tingkatan dimulai dari yang terendah
tingkatannya yaitu : (1) Fisiologis (2) Keamanan (3) Rasa memiliki
(4)Penghargaan dan (5} Aktualisasi diri. Tercukupinya kebutuhan
seseorang scbagai landasan motivasi seseorang dicapai dimulai dari yang
terendah dan puncaknya adalah kebutuhan akan aktualisasi diri jika
empat jenis kebutuhan sebelumnya telah tercukupi.

Masih hampir sama polanya mengenai kebutuhan manusia,
Aldelfer membagi kebutuhan manusia menjadi tiga bagian yaitu
Existence (keberadaan), Relatedness (keterkaitan] dan  Growth
(Pertumbuhan). Eksistensi meliputi kebutuhan fisiologis seperti rasa
lapar juga kebutuhan materi seperti gaji. Kebutuhan akan keterkaitan
menyangkut hubungan dengan orang-orang yang penting bagi seseorang

seperti keluarga, sahabat dan rekan kerja. Sedangkan kebutuhan
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pertumbuhan meliputi keinginan untuk produktif dan kreatif dengan
mengerahkan segala kesanggupan yang ada pada diri seseocrang.
Herzberg mempunyai pandangan yang agak berbeda dengan
mencoba menentukan faktor-faktor apa yang mempengaruhi motivasi
dalam organisasi. Ia menemukan dua perangkat kegiatan yang
memuaskan kebutuhan manusia. Pertama, faktor-faktor yang
mempengaruhi kepuasan kerja disebut motivator, ini meliputi prestasi,
penghargaan, tanggung jawab, promosi dan potensi bagi pertumbuhan
pribadi. Sedangkan faktor kedua, menurut Pace (1998:123) yang
berkaitan dengan ketidakpuasan disebut dengan pemeliharaan
{maintenance) atau hygiene adalah faktor-faktor yang berkaitan dengan
lingkungan kerja atau konteks pekerjaan seperti halnya gaji,
pengawasan, kondisi kerja, serta hubungan antar pribadi dengan rekan

kerja.

2.2 Kinerja SDM

Sampai saat ini belum terdapat arti istilah baku atas kata
“kinerja” dalam kamus besar Bahasa Indonesia, namun media khalayak
umum memberi pedoman kata dalam bahasa Inggris untuk istilah
kinerja yaitu “performance”.

Notoatmodjo (1998:22) menyebutkan bahwa kinerja organisasi

adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh suatu organisasi sesuai
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wewenang dan tanggung jawab dalam rangka mencapai tujuan
organisasi.

Pada Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah yang diterbitkan oleh Lembaga Administrasi Negara
{1999:3-7) disebutkan bahwa kinerja adalah gambaran mengenai tingkat
pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam
mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Sebagai dimensi
kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan
tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan,
dengan memperhitungkan faktor-faktor masukan (inputs), keluaran

{outputs), hasil (outcomes), manfaat {benefits) dan dampak (impacts).

2.3 Institusi Pemerintahan Desa
Dibandingkan dengan undang undang yang berlaku sebelumnya
yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa,
maka dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, pemerintahan desa
diatur lebih singkat serta tidak mengatur secara detail. Hal ini terjadi
karena scjalan dengan filosofi otonomi daerah itu sendiri yaitu
demokratisasi, prakarsa dan kreatifitas daerah yang ditonjolkan.
Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang memuat
16 Bab dan 134 pasal, terdapat 1 bab yaitu bab XI tentang

pemerintahan desa yang terdiri dari 19 pasal mulai pasal 93 sampai
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dengan pasal 111. Secara garis besar masalah pemerintahan desa yang
diatur dalam undang-undang tersebut adalah :

1. Pembentukan, penghapusan, dan/atau

penggabungan desa;

2.  Pemerintahan desa;

3. Badan Perwakilan desa;

4. Lembaga lain;

5. Keuangan desa;

6. Kerja sama antar desa.

Dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979,
maka jelas dapat dilihat lebih terinci karena terdiri dari 40 pasal, 7 bab
dan mengatur hal-hal yang lebih terperinci antara lain tentang
kewenangan dan kewajiban Kepala desa, Sekretariat desa, Sumber
Pendapatan dan Kekayaan desa, serta pemerintahan kelurahan. Selain
diatur dalam pasal-pasalnya pengaturan lebih lanjut dituangkan dalam
peraturan Menteri Dalam Negeri dan peraturan perundangan lainnya
yang jumlahnya cukup banyak.

Terdapat satu pasal kunci yang elastis dalam Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 1999 yang memungkinkan berkembangnya:
pengaturan tentang pemerintahan desa yaitu pasal 111 bahwa
pengaturan lebih lanjut mengenai pemerintahan desa ditetapkan dengan

peraturan daerah kabupaten. Sementara pada ayat berikutnya
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menyebutkan bahwa pembuatan peraturan daerah tersebut wajib
mengakui dan menghormati hak, asal usul dan adat istiadat desa. Atas
dasar pasal 111 tersebut maka konsekuensinya adalah masing-masing
kabupaten membuat peraturan daerah yang kemungkinan berbeda
antara yang satu dengan daerah lainnya. Sebagai tindak lanjut dari
pengaturan tersebut Kabupaten Mojokerto telah menetapkan 12
Peraturan Daerah yang mengatur tentang pemerintahan desa yaitu
Perda Nomor 11 sampai dengan Nomor 22 Tahun 2000.

Dalam pemerintahan desa terdapat beberapa unsur sumber
daya manusia yang terdiri dari Kepala desa, Perangkat desa dan Anggota
Badan Perwakilan Desa, sedangkan Perangkat desa itu sendiri terdiri
dari Sekretaris desa, Kepala dusun dan Kepala-kepala urusan atau
apapun namanya sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten masing-
masing (Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999).

Dalam rangka rekrutmen SDM tampaknya dengan undang-
undang yang baru tersebut ingin menunjukkan bahwa prinsip
demokratisasi sangatiah menonjol. Kepala Desa dipilih langsung oleh
penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat. Selanjutnya calon
Kepala Desa yang terpilih dengan mendapatkan dukungan suara
terbanyak, ditetapkan oleh Badang Perwakilan Desa dan disyahkan

Bupati { Perda Kabupaten Mojokerto Nomor 18 tahun 2000).
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Kata “memenuhi syarat” tersebut mengandung arti untuk
memenuhi kualifikasi tertentu sehingga dapat ditetapkan SDM yang
berkualitas. Terdapat 13 syarat yang harus dipenuhi oleh calon Kepala
desa terdiri dari 8 persyaratan konkrit dan 5 persyaratan yang abstrak.
Dari persyaratan konkrit tersebut antara lain pendidikan minimal yang
dimiliki adalah tamat Sekolah Lanjutan Pertama atau berpengalaman
sederajad, kemudian umur minimal 25 tahun, sehat jasmani dan
rokhani serta syarat-syarat umum lainnya. Sedangkan yang dimaksud
dengan persyaratan abstrak adalah bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha
Esa, mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat desa setempat,
berkelakuan baik, jujur dan adil dan syarat-syarat umum lainnya (Perda
Kabupaten Mojokerto Nomor 18 tahun 2001).

Untuk mewakili kepentingan masyarakat maka di Desa
dibentuk juga Badan Perwakilan Desa (BPD} dengan anggota-anggotanya
yang dipilih dari dan oleh penduduk desa yang memenuhi persyaratan.
Suhartono (2000:198) menganalogkan BPD ini dengan sebutan atau
berfungsi sebagai parlemen desa. Sedangkan persyaratan yang
dimaksud tidak tercantum dalam undang-undang, akan tetapi lebih
terperinci dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten. Demikian
juga untuk rekrutmen Perangkat Desa tidak diatur dalam undang-
undang, dengan demikian Pemerintah Daerah lebih leluasa untuk

menjabarkannya lewat Perda.
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2.4 Hubungan Imbalan Intrinsik dengan Tingkat Kinerja

Pada dasarnya setiap manusia mempunyai sifat dasar naluriah
antara lain memerlukan pengakuan dan penghargaan orang lain
(Wiriaatmadja 1973:57). Jika pengakuan dan penghargaan itu telah
diterima oleh seseorang, maka orang tersebut akan merespon positif
dengan hal serupa kepada orang yang telah memberikannya dengan
berbagai macam bentuk. Umpan balik yang diberikan tersebut dapat
berupa pengakuan dan penghargaan serupa, tetapi dapat juga dalam
bentuk yang lain.

Pandangan tersebut tampaknya sejalan dengan pendapat
McKenna yang menulis :

..... manajemen imbalan tidak dibatasi pada pemberian imbalan

dan insentif, misalnya upah atau gaji, bonus, komisi dan

pembagian laba, yang berhubungan dengan motivasi ekstrinsik,
tetapi juga berkaitan reward non-finansial yang memuaskan

kebutuhan psikologis karyawan....... ...(McKenna 2000:161)

Jika pemberian intrinsic reward ini terjadi antara suatu
organisasi dengan karyawannya, maka karyawan akan merasa
tersanjung sesuai dengan sifat dasar naluriahnya, dan akan memberikan
umpan balik berupa peningkatan kinerja dari organisasi yang
bersangkutan. Sebaliknya jika organisasi tidak pernah memberikan

penghargaan yang dapat memberikan rasa kepuasan batin dan jiwa

karyawannya maka karyawan akan acuh terhadap kinerja organisasi.
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2.5 Hubungan Imbalan Ekstrinsik dengan Tingkat Kinerja

Untuk dapat mempertahankan keberadaannya, maka sebagai
makhluk bilogis, manusia memerlukan imbalan yang antara lain berupa
finansial yang mencukupi. Salah satu bentuk dari Extrinsic reward
adalah pemberian imbalan yang berupa finansial tersebut sehingga
karyawan akan merasa terpenuhi kebutuhan dasarnya untuk bertahan
hidup dan merasa aman serta termotivasi untuk bekerja lebih baik demi
kesinambungan organisasi, dan karyawan akan merasa sebagail bagian
dari organisasi itu sendiri. Imbalan finansial tersebut menurut Thierry
{1992} sebagaimana dikutip McKenna {2000:184) dapat melaksanakan
peran-peran sebagai berikut :

1. Memuaskan kebutuhan-kebutuhan personil {misalnya
memberikan  jalan  keluar dari ketidakamanan,
menciptakan kompetensi, dan membuka kesempatan
untuk pemenuhan diri)

2. Menyediakan umpan Dbalik mengenai bagaimana
seseorang bekerja secara baik pada berbagai bidang dan
bertindak sebagai indikator posisi relatif seseorang di
dalam organisasi.

3. Merupakan reward atas keberhasilan di dalam
mengendalikan yang lain jika individu memiliki posisi

supervisor atau manajer.
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4, Mempunyai kapasitas untuk menghabiskan dalam
artian bahwa gaji mencerminkan daya beli dalam pasar
konsumen.

Dari keempat hal yang disampaikan Thierry tersebut, maka
pemberian imbalan yang berupa finansial sangatlah penting artinya bagi
karyawan untuk menunjukkan identitas diri terhadap lngkungan
sekitarnya, menunjukkan posisi dalam organisasinya dan yang lebih
pokok dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya.

Menyadari akan arti pentingnya sebuah posisi dalam suatu
organisasi, identitas diri dalam lingkungan serta terpenuhinya
kebutuhan dasar tersebut, maka terbentuk suatu komitmen dalam diri
karyawan untuk mempertahankan keadaan tersebut dengan jalan
memperkuat eksistensi organisasi yang menaunginya. Agar suatu
organisasi tetap dapat eksis maka peningkatan kinerja merupakan suatu

hal yang harus diperhatikan oleh karyawan.

o000
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BAB 3
KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

Kerangka Konseptual

X1 : imbaian intrinsik E
- Pekerjaan menantang B N
- Keragaman ketrampilan E E
- Otonomi Y : Kinerja
Pola Ump - Rumah tangga desa %
- Pelayanaii Masyarakat E
- Menggerakkan partisipasi E
- Tugas dari Pemerintah/Pemda E
Xz himbalan Ekstrinsik V - Koordinasi E
- Upan -
- Pengawasan E
- Rekankerja P ‘
- Kondisi lingkungan keria E
E
Variabel-Variabel iain : !
- Tingkat Pendidikan Keterangan:
- Usia . Diteliti
atlil o : Tidak diteliti
Gambar 3.1
Kerangka konseptual

Imbalan Intrinsik yvang diberikan kepada Kepala desa baik dari

Organisasi Pemerintahan desa maupun dari lingkungannya { Pemerintah

Daerah maupun Masyarakat) dengan indikator-indikatornya akan dapat

mempengaruhi tingkat kinerja kepala desa.
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Imbalan Ekstrinsik yang diberikan kepada Kepala desa dengan
indikator-indikatornya juga akan berpengaruh terhadap tingkat kinerja
Kepala desa.

Terdapat variabel-variabel lain diluar imbalan intrinsik dan
imbalan ekstrinsik yang kemungkinan dapat mempengaruhi tingkat
kinerja Kepala desa, dimana variabel tersebut tidak termasuk dalam
penelitian ini. Variabel tersebut antara lain tingkat pendidikan serta usia

Kepala desa.

3.2 Hipotesis
Berdasarkan pada perumusan masalah yang telah diuraikan
diatas, maka hipotesis yang diajukan sebagai pedoman dalam
melakukan analisis dan pembahasan penelitian ini dapat dirumuskan
sebagai berikut :

1. Diduga bahwa faktor-faktor imbalan intrinsik yang terdiri dari
pekerjaan yang menantang, keragaman ketrampilan, pola umpan
balik, dan otonomi pekerjaan mempunyai pengaruh terhadap
kinerja Kepala desa.

2. Diduga bahwa faktor-faktor imbalan ekstrinsik yang terdiri dari
gaii, pola pengawasan, hubungan rekan kerja dan kondisi
lingkungan kerja mempunyai pengaruh terhadap kinerja Kepala

desa.
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BAB 4

METODE PENELITIAN

4.1 Rancangan Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah explanatif
dengan rancangan cross sectional, dimana dependent variable (kinerja )
dan Independent variable ( Imbalan Intrinsik dan Imbalan Ekstrinsik} di

ukur pada saat yang sama { Pratiknya:1986:189).

4.2 Populasi dan Sampel
4.2.1 Populast

Populasi dalam penelitian ini adalah semua Kepala desa yang ada
di Kabupaten Mojokerto sejumiah 299 orang yang tersebar di 18
kecamatan seperti tampak pada tabel 4.1.
4.2.2 Sampel
Dalam penelitian ini tidak semua populasi dijadikan sebagai responden,
tetapi diambil sampelnya dengan pertimbangan biaya dan waktu.
Sedangkan metode sampling yang digunakan adalah stratified random
sampling karena terdapat beberapa strata Kepala desa berdasarkan
kondisi geografis, luas tanah ganjaran dan juga berdasarkan kesuburan

tanah ganjarannya.



TABEL 4.1.

PENYEBARAN POPULASI KEPALA DESA DI KABUPATEN MOJOKERTO

No. KECAMATAN JUMILAH KEPALA DESA

1 Puri 16

Z Sooko id

3 Trowulan 16

4 Bangsal 17

5 Mojoanyar 12

5] Gedaeg 16

7 Kemlagi 20

8 Dawarblandong 18

9 Jetis 16
10 Mojosari 14
il Pungging i9
12 Ngoro 19
13 Kutorejo 17
14 Dlanggu 16
15 Pacet 2
16 Jatirejo 19
17 Gondang 18
18 Trawas 13

JUMLAH 299 ]

Sumber data : Dokumentasi Bagian Pemerintahan Kabupaten Mojokerto

Berdasarkan jumlah populasi sasaran dan metode pengambilan

sample sebagaimana dirumuskan diatas maka ditentukan jumlah

sampel adalah secara seimbang atau proporsional dari masing-masing

strata. Pengambilan secara proporsional tersebut diambil dengan tujuan

masing-masing sampel dapat betul-betul mewakili dari

kelompok

polulasinya. Sesuai dengan kemampuan, maka dalam penelitian ini

besarnya sampel ditentukan 100 orang dan diambil secara proporsional

dengan cara pengambilan setiap strata sebagai berikut :
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N;
n; B it Xn
N
Dimana :
n; : Banyak sampe] bagian i
N; : Besar populasi bagian i
N : Banyaknya populasi secara keseluruhan
n : Banyaknya sampel keseluruhan

Dari perhitungan tersebut, maka besarnya sampel untuk
masing-masing strata adalah sebagai berikut :
- Daerah subur dengan populasi 125 orang, sampel sebanyak 42 orang.
- Daerah sedang dengan populasi 104 orang, sampel sebanyak 35 orang.

- Daerah kering dengan populasi 70 orang, sampel sebanyak 23 orang.

4.3 Identifikasi Variabel
Berdasarkan judul penelitian yang diajukan, maka dalam

penelitian ini menggambarkan ada dua kelompok variabel, yaitu
variabel bergantung (Dependent Variable} dan variabel bebas
{Independent wvariable), dimana variabel terikat atau bergantung
disimbulkan dengan Y, sedangkan variabel bebasnya disimbulkan
dengan X.

Variabel bebas:

X : Imbalan Intrinsik

X2 . Imbalan Ekstrinsik
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Variabel bergantung :

Y : Tingkat kinerja

4.4. Definisi Operasional Variabel

4.4.1 Variabel bebas/Independent variable (X}

4.4.1.1 Imbalan Intrinsik (X4)

Sesuatu yang diterima oleh Kepala Desa sebagai penghargaan atas
jabatannya yang tidak dapat dirasakan secara fisik tetapi dapat
mempengaruhi dorongan kejiwaan. Termasuk didalam imbalan Intrinsik
ini adalah :

a. Tingkat tantangan pekerjaan yang dilakukan Kepala desa;

Semakin tinggi tingkat tantangan pekerjaan yang dilakukan oleh Kepala
desa maka hal tersebut merupakan salah satu bentuk penghargaan
intrinsik. Dalam tingkat tantangan pekerjaan ini terdapat beberapa

indikator :

p—t

. Pekerjaan yang banyak mendapat tekanan,
2. Pekerjaan yang butuh banyak biaya;
3. Pekerjaan yang menyita banyak pemikiran;
4. Pekerjaan yang butuh banyak tenaga.
Indikator tersebut diatas akan dijabarkan dalam satu atau beberapa

item pertanyaan. Penilaian dilakukan dengan skoring dimana nilai-nilai
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pertanyaan mempunyai kemungkinan jawaban dengan nilai terendah 0

dan nilai tertinggi 4.

b. Tingkat keragaman ketrampilan yang dimiliki oleh Kepala desa dalam
melakukan pekerjaan;

Semakin beragam ketrampilan yang dimiliki Kepala desa untuk
melaksanakan pekerjaannya mempunyai arti semakin tinggi tingkat
imbalan intrinsiknya.

Indikator tersebut akan dijabarkan dalam satu item atau lebih
pertanyaan. Penilaian dilakukan dengan skoring, dimana nilai-nilai
pertanyaan mempunyai kemungkinan jawaban yang mempunyai nilai O

sampai dengan 4.

c. Tingkat Umpan balik terhadap pekerjaan yang dilakukan Kepala
desa;

Umpan balik atau respon terhadap pekerjaan yang telah
dilakukan adalah merupakan salah satu bentuk penghargaan atau
reward yang berbentuk intrinsik. Respon-respon tersebut dapat berupa
pujian jika suatu pekerjaan itu dinilai berhasil dan koreksi atau
pengarahan jika suatu pekerjaan itu mengalami kekurangan atau
terdapat kelemahan-kelemahan.

Yang termasuk dalam umpan balik dalam penelitianm ini

adalah :
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1. Tanggapan dari atasan;

2. Penghargaan atau pujian dari atasan,

3. Pengakuan masyarakat;

4. Reaksi/protes masyarakat.

Indikator-indikator tersebut diatas akan dijabarkan dalam
suatu item pertanyaan. Penilaian dilakukan dengan skoring, dimana
nilai-nilai jawaban mempunyai bobot antara 0 sampat dengan 4.

d. Tingkat Otonomi/kebebasan bertindak bagi Kepala desa untuk
melakukan suatu pekerjaan.

Seorang Kepala desa akan merasa mendapat suatu kehormatan
apabila dipercaya untuk menentukan sendiri arah kebijakan yang akan
ditempuh tanpa adanya campur tangan, arahan atau apapun bentuknya
dari pihak lain, dan sebaliknya akan merasa terlecehkan atau merasa
tidak dihargai apabila setiap langkah atau kebijakan yang akan diambil
selalu dicampuri oleh pihak lain tanpa adanya kemandirian.

Yang termasuk dalam tingkat kemandirian ini adalah :

1. Campur tangan Pemerintah daerah

2 Kemandirian Kepala desa

3 Campur tangan pihak lain

Indikator-indikator diatas akan dijabarkan dalam satu atau
beberapa item pertanyaan. Penilaian dilakukan dengan skoring, dimana

nilai-nilai jawabannya berkisar antara 0O sampai dengan 4.



40

Selanjutnya untuk mendapatkan nilai total variabel X,
diperoleh dari skor rata-rata indikator yang digunakan dengan
perhitungan sebagai berikut :

(X 1)+(X1'.2)+(X1.3)+(X1.4}

Dimana :
X - imbalan intrinsik

{(X1.1) hingga {X14) : skor indikator yang digunakan sebagai alat ukur.

4.4.1.2 Imbalan Ekstrinsik

Sesuatu yang diterima oleh Kepala Desa sehubungan dengan
penghargaan jabatannya dan dapat dirasakan secara [isik. Dalam
penelitian ini yang tergolong dalam imbalan Ekstrinsik adalah :
a. Gaji/ Kompensasi

Gaji atau kompensasi adalah merupakan salah satu bentuk
imbalan ekstrinsik yang paling umum digunakan dalam suatu
organisasi. Terdapat tiga komponen dari kompensasi ini yaitu :

1. Gaji pokok (base pay), dalam organisasi pemerintahan desa
gaji pokok diberikan dalam bentuk tanah bengkok atau
tanah ganjaran.

2. Performance pay atau penghasilan Kepala desa yang

diberikan sesuai hasil kerjanya.

........ —— e e o S T e wowaa o it e R
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3. Indirect pay atau upah tak langsung adalah upah yang
diberikan kepada Kepala desa dalam bentuk lain misalnya
jaminan kesehatan, asuransi kesehatan dan sejenisnya.

Indikator tersebut dalam penilaiannya akan dijabarkan dalam

bentuk beberapa pertanyaan dengan nilai skor jawaban antara 0 sampai

dengan 4.

b. Pengawasan

Pengawasan adalah merupakan salah satu bentuk imbalan
ekstrinsik. Dengan adanya pengawasan terhadap Kepala desa maka
yang bersangkutan merasa diperhatikan oleh pihak lain. Termasuk
dalam pengawasan ini adalah :

1. Pengawasan dari atasan,;

2. Pengawasan masyarakat;

3. Pengawasan BPD.

¢. Hubungan rekan kerja

Hubungan yang harmonis diantara rekan kerja merupakan
salah satu bentuk imbalan ekstrinsik, karena dengan hubungan yang
harmonis tersebut akan mempengaruhi terciptanya semangat
kebersamaan yang pada akhirnya dapat meningkatkan semangat kerja

pegawai. Yang termasuk dalam hubungan rekan kerja ini adailah :
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1. Hubungan kekeluargaan
2. Hubungan kedinasan
3. Dukungan rekan kerja

4. Dukungan bawahan

d. Kondisi lingkungan kerja
Kondisi lingkungan kerja yang baik akan sangat berpengaruh
terhadap semangat kerja karyawan, sebaliknya kondisi lingkungan kerja
yang buruk akan berpengaruh negatif terhadap semangat Kkerja
karyawan. Yang termasuk dalam kondisi lingkungan kerja Kepala desa
adalah :
1. Keamanan
2. Kebersihan
3. Keindahan
4. Kenyamanan
Selanjutnyva indikator-indikator tersebut dijabarkan dalam
bentuk pertanyaan dan jawaban yang diperoleh dari responden
diberikan dengan skor terendah 0 dan teringgi 4.
Untuk menentukan nilai X, maka diambil dengan cara
menjumlahkan seluruh skor dari indikator yang ada dan dibagi sejumlah

item yang ada.
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4.4.2 Variabel bergantung (dependent variable)

Tingkat kinerja : Suatu produksi/hasil kerja Kepala Desa dalam
memimpin pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsinya . Dalam
penelitian ini yang termasuk dalam indikator tingkat kinerja adalah :

1. Melaksanakan urusan rumah tangga desa;

2. Pelayanan masyarakat;

3. Menggerakkan partisipasi;

4. Tugas dari Pemerintah/Pemerintah Daerah;

5. Melaksanakan Koordinasi;

Indikator tersebut diatas akan dijabarkan dalam beberapa item
pertanyaan. Penilaian dilakukan dengan scoring, dimana nilai-nilai
pertanyaan mempunyai bobot nilai yang sama dengan indikator lainnya
yaitu 0 sampai dengan 4.

Selanjutnya untuk mendapatkan nilai total variable Y, diperoleh
dari skor rata-rata indicator yang digunakan dengan perhitungan
sebagai berikut :

(Y 1) +(Ya)+(Ys) +(Ya) +(Ys)

Dimana :
Y : Tingkat kinerja Kepala Desa
{Y:) hingga (Ys) : skor indikator yang digunakan sebagai alat

ukur
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4.5 Metode Pengumpulan data

Menurut Black dan Champion {1992:283] terdapat 4 metode
pengumpulan data, yakni wawancara, kuesioner, dukumentasi dan
observasi. Dalam penelitian ini data primer dan sekunder didapatkan
dengan menggunakan tehnik :

1. Kuesioner, tehnik ini dilakukan dengan mengirim daftar pertanyaan
untuk diisi oleh responden, responden diminta untuk memberikan
pendapat atau jawaban atas pertanyaan yang diajukan.

2. Observasi, tehnik ini dilakukan dengan mengumpulkan data dengan
jalan mengadakan pengamatan secara langsung terhadap obyek yang
diteliti.

3. Telaah dokumen/Kepustakaan, tehnik ini dilakukan dengan
mengumpulkan data terkait dengan permasalahan dalam bentuk

laporan, literature maupun dokumen-dokumen lainnya.

4.6 Lokasi dan waktu penelitian
Penelitian dilakukan di wilayah Kabupaten Mojokerto mulai

tanggal 1 Oktober 2001 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2001.

47 Tehnik Analisis Data
Setelah data terkumpul, kemudian dilakukan pengolahan data

dan dilanjutkan analisis data. Analisis data dalam penelitian ini
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dilakukan secara statistik nonparametrik dengan model analisis regresi
logistik. Sebagai gambaran terdapat dua model analisis regresi berganda,
yaitu regresi linier berganda dan regresi logistik. Untuk melakukan uji
analisis regresi linier berganda harus memenuhi empat syarat yaitu :
1. Multikoliniaritas
Santoso (2001:203) menjelaskan Multikoliniaritas berarti adanya
korelasi diantara satu atau lebih variabel bebas. Uji ini dilakukan
untuk mengetahui apakah antara variabel bebas itu tidak saling
berkorelasi atau ada hubungan diantara variabel bebas.
2. Heteroskedastisitas
Santoso (2001:208) mengatakan bahwa heferoskedastisitas
berarti bahwa variabel gangguan {resedual} tidak sama untuk seluruh
pengamatan atau dengan kata lain variannya tidak sama.
3. Autokorelasi
Santoso (2001:216} menyebutkan bahwa autokorelasi suatu
cara menguji apakah terdapat suatu korelasi antara kesalahan
pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada
periode t-1 (sebelumnya). Autokorelasi ini sering terjadi pada
observasi yang diurutkan menurut waktu {time series) atau secara
ruang (cross section).

4. Uji Normalitas
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Uji normalitas ini dilakukan untuk mengetahui gambaran
plotnya. Dikatakan terjadi pelanggaran asumsi jika gambaran plot
hasil uji tidak linier, sebaliknya dikatakan tidak terjadi pelanggaran
asumsi normalitas jika gambaran plot cenderung linier.

Analisis regresi logistik mempunyai tingkat peramalan dibawah
analisis regresi linier berganda. Analisis regresi logistik hanya
menampilkan data yang dikotomus dan hanya untuk mengetahui ada
dan tidaknya pengaruh variabel bebas pada variabel bergantung.

Dengan melihat kenyataan bahwa empat syarat untuk analisis
regresi linier berganda tersebut tidak dilakukan pengujian tetapi
diasumsikan, maka analisis data yang digunakan adalah analisis

regresi logistik dengan rumus sebagai berikut :

1
p =
1 + efa+tbx]+ecx2)
(Y=1}
Dimana. :

P : Probabilitas

e : Exponensial

a : Intersept

b,c : Koefisien regresi

Model analisis ini bersifat kuantitatif yang digunakan untuk

mengetahui pengaruh variabel bebas yaitu imbalan intrinsik dan
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imbalan ekstrinsik terhadap variabel bergantung yaitu tingkat kinerja
Kepala desa.

Variabel bebas disimbolkan dengan (X} yang terdiri dari imbalan
intrinsik disimbolkan dengan (Xi:] dan imbalan ekstrinsik yang
disimbolkan dengan (X;), sedangkan variabel bergantungnya adalah
tingkat kinerja Kepala desa yang disimbolkan dengan (Y).

Setelah dianalisis secara statistik, selanjutnya pembahasannya
dilakukan dengan menganalisis hasil penelitian berdasarkan tiga
perspektif yaitu perspektif Manajemen SDM, perspektif otonomi daerah

dan perspektif perubahan sosial.

00000
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BAB V

ANALISIS HASIL PENELITIAN

5.1 Gambaran Umum Kabupaten Mojokerto

Wilayah Kabupaten Mojokerto terletak antara 5% 31° 457
sampai dengan 5° 52’ 0” bujur timur dan antara 7° 18 35” sampali
dengan 7° 47’ 30” lintang selatan dengan luas daerah seluruhnya
969,380 km? atau sekitar 1,72 % luas Propinsi Jawa Timur. Batas-batas
wilayah administratifnya meliputi utara Kabupaten Lamongan dan
Kabupaten Gresik, sebelah timur Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten
Pasuruan, sebelah selatan Kabupaten Malang, sedangkan sebelah barat
Kabupaten Jombang.

Jumlah penduduk Kabupaten Mojokerto pada tahun
1999/2000 sebanyak 874.945 jiwa yang terdiri dari laki-laki 432.458
jiwa dan perempuan 442.487 jiwa.

Sebagian besar penduduk Kabupaten Mojokerto bekerja di
sektor pertanian yaitu mencapai 167.347 jiwa dan sektor industri
mencapai 103.222 jiwa, selebihnya di sektor perdagangan 76.225 jiwa,
jasa-jasa lain 50.224 jiwa, angkutan 16.718 jiwa, pertambangan 2,110

jiwa, keuangan 607 jiwa dan di sektor listrik, gas dan air 381 jiwa.
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5.2 Gambaran Obyek Penelitian

Wilayah administratif Kabupaten Mojokerto terdiri dari 18
Kecamatan, 299 desa dan 5 Kelurahan. Dari 299 desa yang ada di
Kabupaten Mojokerto, 6 desa diantaranya masih dipimpin oleh pejabat
sementara Kepala desa, sedangkan 293 desa selebihnya dipimpin oleh
Kepala desa definitif.

Ditinjau dari tingkat pendidikan Kepala desa terlihat sangat
variatif mulai dari tingkat Sekolah dasar sampai dengan berpendidikan
sarjana seperti tampak dalam tabel berikut :

TABEL 5.1

DISTRIBUSI FREKUENSI TINGKAT PENDIDIKAN KEPALA DESA
DI KABUPATEN MOJOKERTO

No. Tingkat Pendidikan Frekuensi Prosentase
1 Sekolah Dasar 18 6,02
2 SLTP 79 26,42
3 SLTA 131 43,81
4 Diploma/Sarjana muda 24 8,02
5 Sarjana 47 13,72
Jumiah 299 100

Sumber : Bagian Pemerintahan

Ditinjau dari lamanya menjabat sebagai Kepala desa, dapat

dilihat pada tabel berikut :

TABEL 5.2
DISTRIBUSI FREKUENSI LAMANYA MENJABAT KEPALA DESA
DI KABUPATEN MOJOKERTO

No, Lamanya menjabat Kepala Frekuensi Prosentase
desa
i | Kurang dari 5 tahun 172 57,52
2 | 5 sampai dengan 10 tahun 99 33,11
3 | Lebih dari 10 tahun 28 9,36
Jumiah 255 160

Sumber : Bagian Pemerintahan
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5.3 Gambaran Responden
Dari 299 orang Kepala desa di Kabupaten Mojokerto, diambil

100 orang sebagai responden dengan tingkat pendidikan sebagai berikut:

TABEL 5.3
TINGKAT PENDIDIKAN RESPONDEN

No Tingkat Pendidikan Frekiuensi Prosentase
1 | Sekolah Dasar 2 S %
2 | SL:TP 25 25 Y%
3 I SLTA 54 54 %
4 | Diploma/Sarjana Muda 4 %
5 | Saijana 3 3 %

Jumlah 100 100 %

Sumber : Olahan Data Primer
Ditinjau dari lamanya menjabat sebagai Kepala desa responden

dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 5.4

LAMANYA MENJABAT RESPONDEN SEBAGAI KEPALA DESA

Na [Lamanya menjahat sebagai Frekuensi Prasentase |

Wannla Aacn

i { Kurang dari 5 tahun 48 48 Y%
2 | Antara 5 sampai 10 tahun 35 35 %
3 | Lebih dari 10 tahun 17 17 %
Juinlal 100 100 %

Sumber : Olahan Data Primer

5.4 Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

Berdasarkan hasil uji validitas dan uji reliabilitas terhadap
butir kuesioner dari faktor-faktor variabel Independen yaitu imbalan
intrinsik dan imbalan ekstrinsik serta faktor dari variabel dependen
yaitu tingkat kinerja Kepala desa maka didapatkan hasil seperti

tergambar dalam tabel 5.5
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TABEL 5.5
HASIL UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS
No. Variabel Jumlah Jumlah Nilai rtt | Keandal-

butir sahih | butir gugur an

i imbaian
Intrinsik 13 0 0,915 Ya

2 Imbalan
Ekstrinsik 15 0 0,936 Ya

3 Tingkat
Kinerja i7 2 0,968 Ya

Sumber : Hasil Analisis penulis

Berdasarkan hasil pengujian diatas maka diperoleh hasil

scbagai berikut :

1. Untuk butir-butir variabel imbalan intrinsik berjumlah 13
butir seluruhnya dinyatakan sahih, sedangkan untuk
reliabilitasnya dengan status andal yaitu dengan rtt sebesar
0,915.

2. Untuk butir-butir variabel imbalan ekstrinsik berjumiah 15
butir seluruhnya dinyatakan sahih, sedangkan untuk
reliabilitasnya dengan ststus andal yaitu dengan rtt sebesar
0,936.

3. Untuk butir-butir variabel tingkat kinerja berjumiah 19
butir, yang dinyatakan sahih sebanyak 17 butir dan 2 butir
dinyatakan gugur, sedangkan untuk reliabilitasnya dengan

status andal yaitu dengan rtt sebesar 0,968.
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Selanjutnya 2 butir pertanyaan dari variabel tingkat kinerja
yang dinyatakan gugur tersebut telah diadakan perbaikan dengan
bentuk pertanyaan seperti dalam lampiran.

5.5 Analisis Tabulasi Frekuensi

Dari sejumlah sampel yang telah didapatkan dan dikumpulkan
selanjutnya dilakukan pengolahan dan analisis data. Didalam analisis
data ini penulis membagi dalam beberapa tahap yaitu diskripsi hasil
penelitian yang akan memaparkan secara jelas di dalam tabulasi
frekwensi dan tabulasi silang, kemudian dilakukan analisis regresi
logistik untuk melihat seberapa besar pengaruh Independent Variable
dapat merubah variasi dari Dependent variable.

Dari hasil analisis pada variabel-variabel faktor Intrinsik, faktor
Ekstrinsik dan Kinerja Kepala desa didapatkan hasil rata-rata skor
sebagai berikut :

TABEL 5.6

NILAI SKOR VARIABEL INTRINSIK, EKSTRINSIK DAN KINERJA

N Varinhal ; STy Ain Mo~
I ¥ Ll 1AL P2 Wi iviili Vi
1 | Intrinsik 26,38 5,41 12,0 37,0
2 | Ekstrinsik 43.37 6,37 15,0 56,0
3 | Kineria 53,67 6,54 42.0 72,0

Sumber : Hasil analisis penulis
Dari tabel diatas terlihat bahwa rata-rata skor faktor Intrinsik

scbesar (26,38) dan standar Deviasi (SD) : 5,41. Dari nilai rata-rata skor
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ini cenderung lebih dekat/mengarah pada nilai maksimal dibanding nilai
minimal. Demikian pula pada variabel Ekstrinsik (43,37 * 6,37) dan
variabel Kinerja (55,67 + 6,54).

Kemudian dari ketiga variabel tersebut bila dilakukan
pengelompokan menjadi dibawah atau sama dengan rata-rata
{(kurang/rendah) dan diatas rata-rata(baik/tinggi) didapatkan seperti
pada tabel dibawah :

TABEL 5.7

PENGELOMPOKAN NILAI SKOR

No Variahel Frekuensi Ya
1 T bt i lr
1 1ilLl LL1iO0s
- < rata-raia 46 46,0
> rata-rata 54 54,0
2 Ekstrinsik
- < rata-rata 47 47,0
T m e e e A e = | [auli B Y
- < ldid-ldbd IO JI,U
3 Kinerja
- < rata-rata 49 49,0
- > rata-rata 21 51,0

Sumber : Hasil analisis
Dari tabel diatas terlihat bahwa sebagian besar responden

berkineria yang tinggi (51,0 %) dan faktor Intrinsik serta Ekstrinsik

sebagian besar berkelompok pada skor diatas rata-rata.

5.6 Tabulasi Silang
Didalam analisis tabulasi silang dilakukan antara variabel

independen dengan variabel dependen yang terlihat pada tabel 5.8.




NILAI SKOR ANTARA FAKTOR INTRINSIK

TABEL 5.8

DENGAN KINERJA
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No. | Faktor Intrinsik Kineria Jumilah
< rata-rata > rata-rata
i < rata-rata skor 25 21 46
(kurang) (54,3 %) (45,7 %) {100%)
2 | > rata-rata skor 24 30 54
{baik] {44,4%) (55,6 %] {100 %oj
Jumlah 49 1 100

Sumber : Hasil analisis penulis

Dari tabel diatas terlihat bahwa untuk mereka yang berkinerja

< rata-rata skor (kurang)} prosentase terbanyak terdapat pada mereka

yang memiliki skor kurang dari rata-rata pada faktor Intrinsik (54,3%),

dibandingkan mereka yang memiliki rata-rata skor lebih dari rata-rata

(44,4%).

Selanjutnya apabila dilihat tabulasi

silang antara faktor

Ekstrinsik dengan kinerja terlihat seperti pada tabel dibawah.

NILAI SKOR ANTARA FAKTOR EKSTRINSIK

TABEL 5.9

DENGAN KINERJA

Na. Faktor Ekstrinsik Kineria Jumlah
< rata-rata > rata-rata
1 < rata-rata skor 31 16 47
(kurang) (66,0%) (34,0%) (100%)
Z | > rata-rala skor i8 35 53
(baik) (34,0%) (66,0%]) {100%])
Jumlah 49 51 100

Sumber : Hasil analisis penulis
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Dari tabel diatas terlihat bahwa sebagian besar mereka yang
memiliki skor kinerja < rata-rata terdapat pada mereka yang juga
memiliki skor faktor ekstrinsik < rata-rata (66,0%), dibanding mereka

vang memiliki skor > rata-rata skor {34,0%))

5.7 Analisis Regresi Logistik

Dalam analisis ini sebagai variabel dependen adalah kinerja (
yvang terbagi 2 kelompok yaitu : skor < rata-rata dan > rata-rata), dan
sebagai Variabel Independen adalah faktor Intrinsik dan faktor
Ekstrinsik {yang juga terbagi dalam 2 kelompok yaitu : skor < rata-rata
dan > rata-rata).

Analisis regresi logistik ganda dalam studi ini menggunakan
metode FORWARD (dimana pin = 0,05 dan pour = 0,1). Hasil analisis
didapatkan bahwa hanya faktor Ekstrinsik yang berpengaruh terhadap
kinerja Kepala desa (p = 0,002), sedangkan faktor Intrinsik tidak
berpengaruh terhadap kinerja Kepala desa ( p = 0,556). Secara detail

dapat dilihat pada tabel dibawah:

TABEL 5.10
HASIL ANALISIS REGRESI LOGISTIK
Na. Variahel B P OR CI OR
1 Ekstrinsik 1,326 0,002 3,767 1,644 -
8,629
2 Konstan -0,661 0,032 0,516 -

Sumber : Hasil analisis penulis
Dari tabel diatas terlihat bahwa Odd Rasio (OR} pada variabel

faktor Ekstrinsik sebesar = 3,767 dengan Confidence Interval OR antara
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1,644 - 8,629. Hal ini berarti bahwa faktor Ekstrinsik yang tinggi (>rata-
rata skor) mempunyai resiko/peluang meningkatkan kinerja Kepala desa
menjadi tinggi (>rata-rata skor) sebesar 3,7 kali dibanding faktor
ekstrinsik yang rendah (< rata-rata skor), atau dengan kata lain dengan
mempertinggi faktor Ekstrinsiknya akan meningkatkan pula kinerja

Kepala desa sebesar 3,7 kali.

G000
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BAB VI
PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Pada bab ini akan dibahas dan dijelaskan hasil penelitian dan
analisis model serta pengujian terhadap hipotesis yang telah digjukan.
Pembahasan secara deskriptif tentang hasil penelitian ini menekankan
pada hasil perhitungan dengan menganalisis angka-angka yang telah
tersedia untuk dikaji secara teori maupun berdasarkan fenomena yang
ada sehingga dapat diketahui seberapa jauh pengaruh dari variabel
bebas terhadap variabel bergantungnya.

Berdasarkan data yang tersaji dalam bab V jelas bahwa
ternyata imbalan intrinsik dengan semua indikatornya secara bersama-
sama tidak berpengaruh secara bermakna terhadap kinerja kepala desa,
sebaliknya imbalan ekstrinsik dengan indikator-indikator
gaji/kompensasi, pengawasan, Hubungan rekan kerja dan kondisi
lingkungan kerja secara bersama-sama berpengaruh terhadap tingkat
kinerja Kepala desa.

Untuk membahas lebih lanjut tentang hasil penelitian ini, akan
ditinjau dari beberapa titik pandang :

6.1 Tinjauan Manajemen SDM
Salah satu komponen imbalan ekstrinsik adalah adanya

kompensasi. Handoko {1999) berpandangan bahwa bila para karyawan
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memandang kompensasi mereka tidak memadai maka prestasi kerja,
motivasi maupun kepuasan kerja dapat menurun secara drastis.
Kompensasi dalam hal ini adalah semua pendapatan dalam bentuk
uang, barang langsung atau tidak langsung yang diterima karyawan
sebagai imbalan jasa yang telah diberikan kepada organisasi {Hasibuan :
2000).

Ditinjau dari teori motivasi, pemberian imbalan
dimaksudkan untuk memotivasi karyawan untuk melibatkan diri daiam
meningkatkan kinerjanya. bertindak sebagai indikator posisi relatif
seseorang dalam organisasi;

Teori-teori kebutuhan yang menonjol, jika dikaitkan dengan
karakteristik pekerjaan dan tingkatan manajerial akan dapat
menggambarkan lebih jelas tentang imbalan ekstrinsik bagi posisi
Kepala desa dalam suatu tingkatan manajerial. Long (1998:117)
menggambarkan bahwa pada posisi top manager maka akan menempati
kebutuhan puncak versi Maslow, posisi motivator versi Herzberg serta
Instrinsic Characteristic menurut Hackman/Oldham. Sebaliknya posisi
low manager akan menempati kebutuhan dasar berupa Physiological
needs dan kebutuhan akan keamanan dari Maslow serta menempati
Extrinsic Characteristic menurut Hackman/Oldham seperti digambarkan

berikut :
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Tingkat Teori Kebutuhan Teori dua faktor Teori Hackman
Manajerial Maslow Herzberg Oldham

I ™ N\ Tk L

= VAR .~ E B

TOP L] / % Motivator [ _ Intrinsic ke

MANAGER E /——-\' E Charactenstic E

- / \ b -

- 7 % - e

M::\:?‘t_i_:ﬁ E / Social needs \, g %

g / Gl ol ‘ Hvgiene E Ch;’r‘(atzi‘:i?slsc g

LOW / SAICLY (HECu & % E

MANAGER & / % B B

B / A B d

B [/ X Bg N -2

Gambar 6.1. Hubungan teori motivasi, tingkat manajerial dan

karakteristik pekerjaan (Diadopsi dari Long 1998:117)

Dari gambar 6.2 maka tampak jelas bahwa posisi Kepala desa
dalam suatu organisasi Pemerintah Daerah diasumsikan sebagai low
manager, sedangkan yang berperan sebagai top manager adalah Bupati
dan Wakil Bupati. Asumsi muncul mengingat dalam suatu organisasi
Pemerintah Daerah, unit pemerintahan terkecil adalah Desa yang
dipimpin oleh Kepala desa

Jika posisi Kepala desa dalam tingkat manajerial ditarik garis
mendatar dari gambar 6.1 diatas maka terlihat bahwa kebutuhan yang
diharapkan oleh seorang Kepala desa adalah kebutuhan dasar yaitu
fisiologis dan paling tinggi adalah jaminan keamanan, sementara jika
ditarik kembali kedalam teori dua faktor maka termasuk dalam

kelompok hygenis serta dikaitkan dengan karakteristik pekerjaan
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termasuk dalam kelompok ekstrinsik. Dengan mengacu pada teori diatas

maka terlihat sejalan hasil penelitian ini.

SEKRETARIS DAERAH
KANTOR DINAS BADAN ASS ASS i ASS. jii SEK DPRD
UPTD CAR. DINAS T ! | P |
— _ |_; | ! i_l |
i L BAGIAN L | RAGIAN L! BAGIAN
CAMAT
KEPALA DESA LURAH
Keterangan :
: Garis komando
........................................... * (Garis koordinasi
(Gambar 6.2

Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Mojokerto
(Sumber : Dok. Sekretariat Kabupaten Mojokerto)
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6.2 Kontek Otonomi Daerah

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun
1999 tentang Pemerintahan Daerah yang ditindaklanjuti dengan
ditetapkannya beberapa Peraturan Daerah tentang pemerintahan desa,
pada kenyataannya berpengaruh langsung terhadap pola pemikiran dari
aparat pemerintahan desa. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten
Mojokerto No 11 tahun 2000 yang mengatur tentang Kepala desa,
disebutkan antara lain bahwa masa jabatan Kepala desa adalah 5 tahun
dan setelah itu dapat dipilih kembali untuk satu kali lagi masa jabatan
atau total 10 tahun. Dengan masa jabatan yang hanya 5 tahun tersebut
menimbulkan pemikiran bagi Kepala desa untuk segera dapat menikmati
hasil secara finansial sebelum masa jabatannya berakhir. Dengan waktu
yang relatif pendek tersebut, jika dikaitkan dengan tuntutan finansial
yang sedemikian besar maka reward yang dibutuhkan oleh kepala desa
adalah berupa kompensasi yang memadai daripada hanya sekadar
pengakuan, penghargaan dan sejenisnya.

Fakta empiris menguatkan akan argumen diatas, yaitu adanya
perbedaan yang mencolok dari sikap seorang kepala desa ketika desanya
dilibatkan dalam suatu kegiatan. Pada saat Kepala desa masih belum
dibatasi masa jabatannya, diikutkan dalam suatu kegiatan mei‘upakan
suatu kebanggaan tersendiri, dan yang bersangkutan dengan sukarela

mengerahkan segala potensi yang ada serta mengorbankan biaya yang
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besar demi sebuah penghargaan bila desa yang bersangkutan berhasil
mencapai kemenangan. Sebaliknya setelah diberlakukannya masa
jabatan 5 tahun, Kepala desa seringkali mempertanyakan berapa dana
yang disediakan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah desa jika
diikutkan dalam kegiatan lomba, bahkan tidak jarang menolak jika tidak
disediakan dana yang mencukupi. Kepala desa tersebut mempunyai
pertimbangan, jika tidak disediakan dana yang cukup maka APBD desa
harus dapat menopangnya dan yang bersangkutan tidak bersedia
mengeluarkan beaya secara pribadi. Dari fakta tersebut jelas bahwa
kompensasi bagi kepala desa adalah lebih penting daripada sebuah
penghargaan.

Fakta empiris kedua yang dapat menguatkan pemikiran diatas
adalah adanya fenomena desa yang dijabat oleh pejabat sementara
karena belum dipilihnya kepala desa yang definitif. Dari 6 desa yang
lowong Kepala desanya ternyata 5 desa disebabkan mempunyai tanah
ganjaran yang relatif sempit (rata-rata kurang dari 2 hektar], sehingga
masyarakat akan berfikir ulang jika akan mengajukan diri sebagai calon
Kepala desa dan akan mempertimbangkan untung ruginya secara
finansial dan bukan lagi mempertimbangkan status. Mereka berﬁkir apa
gunanya sebuah status Kepala desa jika ternyata setelah lima tahun

menjabat kepala desa tidak mempunyai simpanan yang berharga secara
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finansial. Ini tentunya jauh berbeda dengan Kepala desa yang masa
jabatannya tidak terbatas.

Terdapat faktor lain yang menjadi pertimbangan seseorang
tidak berminat untuk mencalonkan sebagai kepala desa adalah tidak
ada jaminan yang pasti bahwa masa jabatannya itu dapat dipertahankan
sampai habis, mengingat era otonomi daerah ini memungkinkan untuk
menjatuhkan seseorang dari jabatan Kepala desa meskipun belum habis
masa jabatannya. Faktor lain kedua yang menjadi pertimbangan juga
bahwa tanah ganjaran yang diberikan kepada kepala desa punya
kemungkinan untuk dikurangi luasnya sepanjang hal itu merupakan
kehendak masyarakat desa yang dipresentasikan dalam lembaga Badan
Perwalkilan Desa. Faktot-faktor yang disampaikan diatas semuanya
bermuara pada pertimbangan kompensasi yang termasuk dalam imbalan

ekstrinsik.

6.3 Perspektif Perubahan Budaya Lokal

Ada sebuah budaya lokal di daerah penelitian yang
menganggap bahwa menjabat sebagai Kepala desa merupakan lambang
status. Jika seseorang terpilih sebagai kepala desa, maka yang
bersangkutan akan dihormati oleh masyarakat desanya, segala
perintahnya akan diitkuti oleh masyarakatnya, segala tindakan yang

akan dilakukan oleh sekelompok masyarakat pasti meminta restu
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darinya, jika ada suatu masalah keluarga maka kepala desa diminta
saran dan pertimbangannya serta masih banyak fenomena lainnya.

Pada tatanan masyarakat yang sedemikian itu, menjadi kepala
desa menunjukkan status sosialnya dan seringkali tidak memperhatikan
faktor-faktor finansial tetapi yang lebih diperhatikan adalah pengakuan,
penghargaan dan sejenisnya yang pada dasarnya adalah imbalan
intrinsik. Keadaan yang demikian ini terjadi jika Kepala desa yang dipilih
adalah dapat menerapkan gaya kepemimpinan karismatik.

Sejalan dengan perkembangan keadaan, dimana sistem
pemerintahan diharapkan dapat berjalan lebih rasional dengan
menerapkan manajemen modern, maka sistem pemerintahan desa juga
mengalami perubahan yang mendasar. Dimulai dengan ditetapkannya
Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 yang kemudian diubah dengan
Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999, maka tatanan pemerintahan
desa sudah tidak dapat lagi dengan menggunakan pola pemikiran yang
mengandalkan status tersebut. Hubungan antara kepala desa dengan
masyarakatnya sudah bukan lagi ibarat kawula dan gusti, akan tetapi
hak-hak sebagai warga desa sudah diakui secara formal.

Dari  keadaan  tersebut, maka dalam melaksanakan
kepemimpinannya, kepala desa tidak tunduk pada kemauan atau selera
dirinya atau didasarkan atas karisma akan tetapi berdasarkan peraturan

yang telah ditetapkan. Demikian juga loyalitas masyarakat kepada



65

kepala desa bukan didasarkan atas loyalitas pribadi tetapi lebih kepada
loyalitas jabatannya. Hal ini mengandung konsekuensi bahwa seorang
Kepala desa akan dianut oleh masyarakatnya jika tindakannya sesuai
dengan kehendak masyarakat, tetapi sebaliknya akan ditentang bahkan
akan diturunkan dari jabatannya jika tidak sesuai dengan kehendak
masyarakat.

Terkait dengan kondisi tersebut, maka telah terjadi suatu
perubahan budaya lokal baik dikalangan Kepala desanya maupun
dikalangan masyarakatnya. Orientasi pemikiran menjadi seorang kepala
desa juga mengalami perubahan, yang saat ini sudah tidak
mengandalkan status lagi, akan tetapi lebih didasarkan untuk
mencukupi kebutuhan dasar. Jika orientasi pemikiran kepala desa
sudah sedemikian ini maka yang dapat menggerakkan yang
bersangkutan untuk beraktifitas dan berkinerja yang baik, bukan lagi
sebuah pengakuan dan penghargaan belaka, tetapi tercukupinya
kebutuhan finansial yang termasuk dalam faktor imbalan ekstrinsik.

Perubahan yang terjadi dari pemikiran masyarakat tersebut
adalah sesuatu yang wajar sebagai salah satu bentuk dari perubahan
sosial. Smelser sebagaimana dikutip Lauer (1993:119) mengemukakan
ada 4 faktor yang menentukan perubahan sosial yaitu : (1} keadaan
struktural untuk berubah, (2) dorongan untuk berubah, (3) mobilisasi

untuk berubah, dan {4) pelaksanaan kontrol sosial.
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Perubahan pola pikir masyarakat yang cenderung lebih
menghargai imbalan ekstrinsik dari pada imbalan intrinsik tersebut
didorong terbentuknya struktur baru dalam pemerintahan desa yang
dikelola berdasarkan tata administrasi modern dan tidak hanya
didasarkan pada faktor kepercayaan maupun faktor karismatik. Dengan
struktur baru tersebut maka Kepala Desa tidak dapat mengandalkan
karismanya untuk memupuk kekuasaan, tetapi kepercayaan itu timbul
dari nilai pertanggung jawaban dari jabatan yang diembannya.

Faktor lain yang berpengaruh adalah dengan diterapkannya
tata administrasi modern dalam manajemen Pemerintahan Desa. Dalam
tata administrasi Pemerintahan Desa segala kegiatan yang terkait
dengan pembiayaan harus tercatat dan harus dapat dipertanggung
jawabkan. Keadaan ini pada akhirnya mendorong Kepala Desa untuk
selalu memperhitungkan segala aspek kegiatan dari sisi finansial dan
lebih mengesampingkan faktor-faktor intrinsik. Inilah salah satu bentuk

perubahan sosial yang terjadi di masyarakat desa.

00000
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BAB VII
KESIMPULAN DAN SARAN
7.1 Kesimpulan
Berdasarkan pada hasil analisis dan pembahasan yang telah
penulis lakukan pada bab terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan
sebagai berikut :

a. Bahwa hipotesis pertama yang telah diajukan ternyata tidak
mempunyai pengaruh yang berarti, dimana variabel imbalan
intrinsik tidak mempunyai pengaruh terhadap tingkat kinerja
kepala desa. Pembuktian hipotesis ini dapat dilihat dari nilai P =
0,556 > o = 0,05. Secara kualitatif bahwa tidak berpengaruhnya
imbalan intrinsik terhadap kinerja Kepala Desa dapat dinilai dari
tidak semangatnya untuk mendapatkan penghargaan jika tidak
disertai hadiah finansial. Hal ini sangat terkait dengan adanya
perkembangan budaya lokal di daerah penelitian.

b. Bahwa hipotesis kedua yang diajukan ternyata mempunyai
pengaruh yang bermakna, dimana variabel imbalan ekstrinsik
mempunyai pengaruh terhadap tingkat kinerja kepala desa.
Pembuktian hipotesis ini dapat dilihat dari nilai P = 0,002 < o =
0,05. Secara kualitatif pembuktian hipotesis ini adalah dengan
banyak ditemukannya Kepala Desa yang meninggalkan tugas pada

jam-jam kerja untuk mencari penghasilan diluar lingkup tugasnya.
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7.2 Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang telah
diuraikan, maka saran yang dapat diberikan sebagai bahan
pertimbangan dan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Mojokerto serta
masukan pemikiran yang dapat dipergunakan untuk penelitian lebih
lanjut.

Namun demikian diakui secara jujur bahwa hasil penelitian ini
masih banyak kelemahannya antara lain metode yang dipergunakan
dalam pengumpulan data maupun analissis data dan ruang lingkup
analisisnya masih bersifat mendasar dan terlalu sempit, sehingga belum
dapat menggali permasalahan secara detail dan belum sepenuhnya
aplikatif. Dari dasar pemikiran tersebut maka perlu pengkajian yvang
lebih mendalam lagi jika akan mempergunakan hasil penelitian ini.

Kelemahan lain dari hasil penelitian ini adalah landasan teori
yang dipergunakan masih terlalu sempit yaitu sebagian besar diambil
dari teori Richard Long saja, sementara teori-teori dari para ahli lainnya
masih terlalu sedikit dijadikan acuan, sehingga hasilnya belum dapat
maksimal.

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka disarankan :
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a. Bagi Pemerintah Kabupaten Mojokerto

1. Untuk meningkatkan kinerja kepala desa di Kabupaten Mojokerto,
maka perlu dilakukan evaluasi kembali tentang sistem pemberian
imbalan yang diberlakukan saat ini, dan mencari pola baru yang lebih
dapat merangsang peningkatan kinerja kepala desa. Performance pay
merupakan salah satu sistem pemberian imbalan yang dapat
dikembangkan untuk Kepala desa disamping tetap memperhatikan
base pay maupun indirect pay.

2. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka pemberian imbalan ekstrinsik
dari Pemerintah Daerah kepada Kepala desa agar dapatnya
ditingkatkan demi peningkatan kinerja Kepala desa. Peningkatan
imbalan ekstrinsik kepada Kepala desa oleh Pemerintah Daerah
antara lain memberikan tunjangan jabatan yang nilainya tidak jauh
berbeda dengan standar yang berlaku pada jabatan pegawai negeri
sipil.

b. Bagi Penelitian lebih lanjut

Ruang lingkup analisis dalam penelitian ini hanya secara
global pada imbalan intrinsik dan imbalan ekstrinsik dan belum
menyentuh pada dimensi-dimensi yang ada di dalamnya. Untuk lebih
mengetahui secara lebih terperinci akan hal tersebut, perlu diadakan
penelitian lebih lanjut yang menyentuh pada dimensi-dimensi yang lebih

mendalam.
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Dimensi-dimensi yang memerlukan penelitian lebih lanjut dan
lebih mendalam antara lain : tanah ganjaran, tunjangan pengasilan,
jaminan kesehatan, piagam penghargaan dan pengaruhnya terhadap
kinerja Kepala desa. Demikian juga dalam analisis datanya dapat
dijabarkan lebih mendalam lagi ditinjau dari sisi tingkat pendidikan,

lamanya menjabat maupun usia Kepala desa.

ooQoo
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Lampiran 1

DAFTAR PERTANYAAN/KUESIONER PENELITIAN

PETUNJUK PENGISIAN :

a. Jawablah pertanyaan-pertanyaan dibawah ini sesuai
dengan keadaan yang sebenarnya;

b. Jawaban ditulis dengan memberikan penilaian pada
garis nilai dengan memberikan tanda silang pada
posisi yang dikehendaki;

c. Garis nilai dimulai dengan nilai 0 sebagai nilai
terendah dan 4 sebagai nilai tertinggi;

d. Anda dapat memberikan tanda silang tepat pada
angka (nilai utuh) maupun diantara angka yang satu
dengan angka yang lain (nilai tengah).

e. Sebagai gambaran penilaian dapat digunakan asumsi
“tidak pernah” sebagai nilai terendah, selanjutnya
“jarang”, “kadang-kadang”, dan “sering” serta “selalu”
sebagai nilai tertinggi.

[IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama N PSPPSR

2. Umur U Tahun

3. Pendidikan Terakhir e

4. Pekerjaan/Jabatan : Kepala Desa

5. Lamanya menjabat D e

4. Alamat Desa
Kecamatan ......................

II.  VARIABEL BEBAS (X))

l.a. Apakah Bapak/Ibu dalam menjalankan jabatan sebagai Kepala desa
pernah menghadapi rintangan ?
JAWABAN :

¢ S, (RS, TU— S——
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b.Dalam menjalankan jabatan sebagai Kepala desa apakah
Bapak/Ibu pernah melaksanakan kegiatan pekerjaan yang butuh

biaya besar dan dananya belum tersedia ?

JAWABAN :
O----irr-l 2 oo 3o 4
a. Apakah pekerjaan yang Bapak/Ibu laksanakan
membutuhkan banyak pemikiran ?
JAWABAN :
O-com el -2 e B 4
b. Dalam melaksanakan kegiatan sebagai Kepala desa

apakah Bapak/Ibu pernah mengerahkan tenaga yang banyak

untuk melaksanakannya ?

JAWABAN :
O----mm b e o2 oo B 4
C. Apakah Bapak/Ibu pernah melaksanakan tugas
dengan mendapatkan tekanan/ancaman dari pihak lain ?
JAWABAN
O--eo-1- - 2eee B -4

2.Dalam melaksanakan tugas sehari-hari, apakah Bapak/Ibu pernah
menemui jenis pekerjaan yang bervariasi/kompleks sifatnya ?
JAWABAN :
L e el I Jpe——: |

2. a. Setelah Bapak/Ibu selesai melaksanakan tugas,

apakah mendapat tanggapan/penilaian dari atasan ?
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JAWABAN :
0 N PR, SN S——

b.Apabila pekerjaan yang Bapak/Ibu lakukan dinilai berhasil oleh
atasan, apakah mendapat penghargaan ?
JAWABAN .
012 e 3 4

4. Apabila pekerjaan yang Bapak/Ibu laksanakan dinilai sesuai
dengan harapan masyarakat apakah pernah mendapatkan
pengakuan ?

JAWABAN :
Ll e e 1

5. Apabila pekerjaan yang Bapak/Ibu laksanakan ternyata
kurang sesuai harapan masyarakat apakah mendapatkan

protes/reaksi dari masyarakat ?

JAWABAN :
L e R B e
6. Dalam menentukan suatu kebijakan di desa apakah

Bapak/ibu mendapat tuntunan dari atasan ?
JAWABAN :
O ] LI RN E——"

6. Sebagai lembaga struktural tingkat desa, apakah BPD pernah
mencampuri urusan Kepala desa dalam menentukan kebijakan ?
JAWABAN :
0----i-==-1----e=- 2 -3 -4
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a. Lembaga-lembaga yang ada di sekitarnya,
apakah ikut dalam menentukan kebijakan desa ?
JAWABAN :
L L B

I1I. VARIABEL BEBAS (Xa)

1 a. Berapa luas tanah ganjaran Kepala desa yang menjadi hak
Bapak/Ibu ?
JAWABAN
a) Lebih dari 6 ha
b) 4,1 -6 ha
¢) 2,1-4ha
d) Kurang dari 2 ha

¢} Tidak ada tanah ganjaran

b. Disamping tanah ganjaran, apakah Bapak/lbu juga menerima
tunjangan penghasilan aparat pemerintah desa (TPAPD) sectiap
tribulan dari tingkat Kabupaten ?

JAWABAN :
0-—-—1——--2- -3 4

c. Apakah Bapak/Ibu menerima upah pungut setiap usai melaksanakan
tugas penarikan PBB ?

JAWABAN :
O-----1--—--2- -3 -4

¢. Dalam setiap masa jabatan Kepala desa apakah Bapak/Ibu diikutkan
dalam program asuransi kesehatan ?
JAWABAN :
0--—.-——-1--—- -2 ---3eene -4



78

2 a. Dalam melaksanakan pekerjaan, apakah Bapak/Ibu
mendapatkan pengawasan dari atasan ?
JAWABAN :
0-—-—-—1--- -2 -n-3ee- 4

b. Apakah warga masyarakat desa juga mengawasai atas pekerjaan
Bapak/Ibu ?
JAWABAN :
0123 4

c. Sebagai salah satu lembaga resmi di desa, apakah BPD mengadakan
pengawasan atas pekerjaan yang Bapak/Ibu lakukan ?
JAWARBAN :
O LR R S p—"

3 a. Sebagai bawahan yang membantu tugas-tugas Bapak/Ibu, apakah
para perangkat desa selalu bersikap menyenangkan ?
JAWABAN :
[0 SRS Sy S S ——; |

b. Dalam melaksanakan tugas membantu Bapak/Ibu, apakah para
perangkat desa dapat melaksanakan tugas sesuai harapan ?
JAWABAN :

O----—w-l-om -2 -3 - 4
c.Jika dalam melaksanakan tugas/pekerjaan menemui kesulitan,
apakah rekan kerja Bapak/Ibu ikut mencarikan jalan keluarnya
, _
JAWABAN ;

O--—--lemme -2 e -3 -4
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d. Jika salah seorang perangkat desa mempunyai masalah keluarga,
apakah Bapak/Ibu berusaha ikut membantunya ?
JAWABAN

) U JUR R, M. S———

4, a. Dalam lingkungan kerja Bapak/Ibu apakah selalu tercipta
keadaan yang aman ?
JAWABAN :
0---—1- 2o 3 4

b. Ruang dan lingkungan kerja Bapak/Ibu apakah selalu terjaga
kebersihannya ?
JAWABAN :
L S RS —" |

c. Kondisi di lingkungan kerja Bapak/Ibu, apakah tercipta dan
terjaga keindahannya ?
JAWABAN :
0--—--—-1- - 2ue o3 -4

d. Kondisi di lingkungan kerja Bapak/Ibu, apakah tercipta dan
terjaga kenyamannya ?
JAWABAN :
012 -3 4

IV. VARIABEL BERGANTUNG (Y)

I. Urusan rumah tangga desa
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a. Berapa jumiah peraturan desa yang Bapak/Ibu buat bersama BPD
dalam tahun 2001 ini ?

JAWABAN :
b. Lebih dari 6 Perdes
C. 5 -6 Perdes
d. 3 - 4 Perdes

e. 1-2 Perdes
f. Belum membuat
b. Apakah dalam mekanisme penyusunan dan pelaksanaan APBD
dapat dilaksanakan tepat waktu sesuai jadwal mekanisme
pemerintahan desa ?
JAWABAN :
0ol 2o o3 4

¢. Dalam melaksanakan pemerintahan, apakah Bapak/Ibu pernah
melaksanakan musyawarah warga ?
JAWABAN :
O----1-re 2 -3 -4

d. Dalam melaksanakan tugas pengangkatan dan pemberhentian
perangkat desa, apakah selalu dilaksanakan sesuai dengan
peraturan yang ada ?

JAWABAN :
O-—----l--res2ee -3 4

2 .Pelayanan Masyarakat
a. Dalam rangka memberikan
pelayanan administrasi kepada masyarakat, apakah setiap saat
Bapak/Ibu dengan mudah selalu melayani ?
JAWABAN :
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2. Apabila masyarakat desa memerlukan informasi
tentang sesuatu hal, apakah Bapak/Ibu dapat memberikan
penjelasan yang memuaskan ?

JAWABAN
L I R

3. Apabila masyarakat desa membutuhkan bantuan
sosial, apakah Bapak/Ibu pernah memberikan bantuan ?
JAWABAN :

O T T

3.Menggerakkan partisipasi
a. Dalam rangka pelaksanaan gotong royong, apakah Bapak/Ibu
selalu ikut bersama masyarakat ?
JAWABAN
0-—.——-l--ioe -2 o B -4

b. Dalam pelaksanaan kegiatan sosial di desa, apakah dapat
melibatkan masyarakat banyak ?
JAWABAN :
O~ lrmmmeeeeDeee ene B g

¢. Dalam menggerakkan masyarakat untuk ikut menjaga keamanan
lingkungan, apakah Bapak/Ibu berhasil melibatkan masyarakat
banyak dalam kegiatan siskamling ?
JAWABAN :
L B e
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Dalam kegiatan membangun sarana ibadah, apakah masyarakat
mudah diajak untuk bergotong royong dan memberikan
sumbangan dana ?
JAWARBAN

Ll s Il

4.Tugas dari Pemerintah /Pemda

a.

Apakah Kepala desa selalu dilibatkan dalam penarikan PBB di
desa Bapak/Ibu ?
JAWABAN :

0--—-- 1o Do e 3 4

Apakah Kepala desa dilibatkan oleh Pemda dalam pelaksanaan
pembangunan pengaspalan jalan di desa Bapak/Ibu ?
JAWABAN :

O--irmee L o2 3o 4

Apakah Kepala desa ikut melaksanakan kegiatan proyck-proyek
desa yang dibiayai oleh Pemda( misalnya DPD/K) ?
JAWABAN :

L e S

Apakah Kepala desa dilibatkan dalam penarikan retribusi daerah
dari desa Bapak/Ibu?
JAWABAN :

L G e S

. Apakah Kepala desa diberikan tugas oleh Pemerintah untuk

melaksanakan tugas pendataan-pendataan ?
JAWABAN :
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S DU, S J——

5. Koordinasi
a. Dalam melaksanakan tugas sehari hari, apakah Bapak/Ibu juga
melakukan koordinasi dengan pihak Kecamatan ?
JAWABAN
O----ee- 1l 2o -3 -4

b. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari, apakah Bapak/Ibu
melakukan koordinasi dengan petugas-petugas dinas yang datang
ke desa ?

JAWABAN
O--—----1-mee o2 - B 4

c. Apakah Bapak/Ibu juga melakukan koordinasi dengan BPD dan
lembaga desa lainnya ?

JAWABAN :
o N DU RS, S —"

00000

10



Lampiran 2 : Hasil Uji Validitas

** Halaman 1

Paket : Seri Program Statistik (SPS-2000)
Modul : Analisis Butir (Items Analysis)
Program : Analisis Kesahihan Butir (Validity)
Edisi : Sutrisno Hadi dan Yuni Pamardiningsih

Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, Indonesia
Versi IBM/IN. Hak Cipta ©® 2000 Dilindungi UU

Nama Pemilik : Didik Budijanto
Nama Lembzaga : Program Pascasariana (PPs) UNAIR

Alamat : Jl. Penanggungan No. 8, Surabaya

Nama Peneliti : mustain

Mama Lembaga : pascasarjana

Tgl. Analisis : 12-08-2001

Nama BEerkas : mustain

Nama Konstrak : kuesioner kineria

Mama Faktor 1 : internal

Jumlah Butir Semula : 13

Jumlah Butir Gugur o

Jumlah Butir Sahih : i3

Jumlah Kasus Semula : 290

Jurmlah Data Hilang : 0

Jumlah Xasus Jalan 20

=¥ RANGKUMAKN ANALISIS KESAHIHAN BUTIR

Butir No. ¥y r bt & Status
1 Q.72 0.652 0.001 sahih
2 0.774 0.710 0.000 szhih
2 0.748 0.710 0.000 sahih
4 C.721 U.063 .00 sahih
5 0.743 0.693 0.000 sahih
o 0.619 0.539 0.007 sahih
7 0.743 0.693 0.000 sahihn
g8 0.728 0.683 0.001 sahih
g 0.619 0.539 ¢.007 sahih

1¢ 0.721 0.663 0.001 sahih

(bersambung)




** Halaman 2

{zambungan)

Butir No r Xy r bt
11 0.743 0.693
12 0.728 0.683
1 0.665 0.586

P Status
G.000 sahlih
0.001 sahih
0.003 sahih

Nama Konstrak

Nama Faktor 2 eksternal

Jumlah Butir Semula i5
Jumlah Butir Gugur : 0]
Jumlah Butir Sahih 15
Jumlah Kasus Semula 20

Jumlah
Jumlah

Data Hilang : 0
Kasus Jalan 20

kuesioner kinerja

*+ RANGKUMAN ANATISIS KESAHIHAN BUTIR

Butir No. r xy r bt
14 0.828 0.787
i5 0.726 0.671
16 0.749 0.714
17 0.723 0.664
18 0.828 0.787
12 0.726 0.671
20 0.74S 0.714
21 0.679 0.623
22 0.723 0.664
23 0.629 0.570
24 0.513 0.436
25 0.874 0.857
26 0.880 0.864
27 0.749 0.712
28 0.836 0.814

P Status
0.000 sahih
0.001 sahih
0.000 sahih
0.001 sahih
0.000 sahih
0.001 sahih
0.000 sahih
0.002 sahih
0.001 sahih
0.004 sahih
0.026 sahih
0.4¢00 sahih
0.06060 sahih
0.0C0 sahih
0.000 sahih




+% Halaman 3

Nama Konstrsk : kuesioner kinerija

Mama Faktor 3 : kinerja

Jumlah Butir Semula
Jumiah Butir Gugur
Jumliah Butir Sahih

Jumlah Kasus Semula
Jumlah Data Hilang
Jumlah Kasus Jalan

i9
z
17

20
0
20

*+*RANGKUMAN ANALISIS EESAHIHAN BUTIR

Butir No. r Xy
29 0.85¢
30 0.787
31 0.7459
32 0.857
33 0.858
34 ¢.787
35 0.857
36 0.857
37 0.85%
38 0.748
39 0.787
40 0.85%
41 0.857
4z C.749
43 0.303
44 0.021
45 0.787
46 0.749

I
~]
o
@ o]
18]
-~

e Nelololollellellale]

DO C OO OoCO

.834
.758
717
.37
.834
.758
.837
.837
.834
717

. 158
.834
.637
117
L2048
. 087
.758
717
.837

D Status
0,000 sahih
0.000 sahih
0.000 gahih
G.000 sahih
0.000 sahih
0.000 sahih
0.000 sahih
0.000 sahkih
0.00C0 sahih
0.000 sahih
0.000 sahih
¢.000 sahih
0.000 sahih
0.000 sahih
0.304 gugur
0.358 gugur
0.000 sahih
0.000 sahih
0.000 sahih




** Halaman 4

Nama Konstrak :

Jumlah
Jumlah
Jumlah

Jumlah
Jumlah
Jumlah

Butir
Butir
Butir

Kasus
Data
Kasus

Semula
Gugur

Sahih

Semula
Hilang
Jalan

*% RANGKUMAN ANALISIS

W= =
N ~J

B
O D

kuesioner kinerja

KESAHIHAN BUTIR

F e R O I O U N R |

F-\
g oo

l,_!
',_!

§-.J [ '__l F_l )._\
a2 NG o Y S S R

3

jav BN e RN oo IS

B o

ty Mo
Lo

23

OO C OO0 0o
. o e e s

W Wi o 3
~1 D & O DY oy (D R

[ew)

R N e R s
0
o

>

b

h

W0 oY WO W w

~ L D ~d W Lo~ [e?

OO O OO C DO
~ & -1y~ Y~y ] (N

OOy N

0.601
0.628
0.656
0.466
C.893

O
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OV o oy ~d w0 ]

.
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0.603
0.636

0.437

¢.888

P Status
0.000 sahih
0.003 sahih
0.000 sahih
0.001 sahih
0.004 sahih

0.035 sahih
0.004 sahih
0.000 sahih
0.035 sahih

0.001 sahih
0.004 sahih
0.000 sahih
0.001 sahih
0.000 sanih
0.001 sahih
0.000 sanihn
0.CC3 sahih

0.000 sahih
0.001 sahih
0.000 sahih

0.004 sahih
0.003 sahih
0.001 sahih
0.0z26 sahih
0.000 sahih

{(bersambung)



*+ Halaman 5

(sambhungan)

Butir No. r xy "r bt P Status
26 0.866 0.860 0.000 sahih
27 0.735 0.721 ¢.000 sahih
28 0.808 0.799 0.000 sahih
29 0.882 0.873 0.000 sahih
30 0.497 0.475 0.01e sahih
31 G.606 0.588 G.003 sahih
3z 0.782 0.770 6.000 ° sahih
33 0.882 0.873 0.000 sahih
34 0.497 0.475 0.016 sahih
35 0.782 0.770  0.000 sahih
36 0.782 0.770 0.000 sahih
37 0.882 0.873 0.000 sahih
38 0.600 0.588 0.003 - sahih
39 0.497 C.475 0.016 sahih
40 .882 0.873 2.000 sahih
41 0.782 Q.770 C.Q00 sahih
42 0.606 G.588 0.003 sahih
43 0.306 0.320 0.083 gugur
44 -0.034 -0.080 G.35% gugur
45 Q.497 0.475 0.01e6 sahih
4a 0.606  0.588 0.003 sahih

0.000 sahih
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Lampiran 3 : Hasil Uji Reliabilitas

** Halaman 1

Paket Seri Program Statistik (5P5-2000)
Mcdul Analisis Butir (Items Analysis)
Program Uji-keandalan Tehnik Alpha Cronbach
Edisi Sutrisno Hadl dan Yuni Pamardiningsih
Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, Indonesia
Versi IBM/IN: Hak Cipta ® 2000 dilindungi UU
Nama Pemilik Didik Budiijanto

Mamz Lembaga Program Pascasarijana {PPs) UNAIR
Alamat J1. Penanggungan NO. 8§, Surabaya
Nama PenelitZ mustain

Mame Lenbaga pascasariana

Tgili. Analisis 12-08-2001

Nama Berkas mustain

Nama Konstrsk kuesicner kineria

Hama Fakior 1 internal

+% TLREI, RANGKUMAMN ANATTSIE

Jumiah Butir Sahih MS = 13

Jurelalh Kasus Semula N = 20

Jumlah Data Hilang NG = 0

Jumlah Kasus Jalan NJ 20

Sigma X XX = 768

Sigma X kuadrat X = 31178
Variansli X olx = 13
Variansi Y Gzy = 84

Koef. Alpha TtL = 0.815

Peluang Galat o e = 0,000

Status Andal



t*+ Halaman 2
Namz Konstrak : kuesioner kinerja
iNama raktor £ @ tksternal
vt TABRED RANGKUMAN ANALISIS
: MS = 15
DN = 20
: NG = 0
M = 20
o4 gitia A : E:_‘x = 328
Siogma ¥ kuadrat : TXC = 45556
Variansili £ s g'x = 16
Vzriansl ¥ : oty = 125
Koef . Alnhs : rtt o= 0,936
beluang Galat o TP = 0,000
Stztus : Andal
Nama FKonetrak : kuesioner kinerja
Nama Faktor 3 : kinerja
*+ TARBEL RANGRUMAN ANALISIS
Jumiah RButir Sahi r MS = 17
Juitlall Kasus Semuia N = 20
Jumlah Data Hilang : NG = 0
Jumilah kasus Jalan : NJ = 20
Sigrna X X = 1120
Sigma X kuadrat . T = 65902
Variansi X ;o = 14
Variansi Y . ofy = 159
Koef. Alpha rtt = 0.968
Peluang Galat o P p = 0.000
Status : Andal




Jumiah Bu

T o) -
vuinl all /A

T
Jumlah Kasus Semula
T - e
8
S

Jumlah Ka

,e‘!u—.w-.ﬂ a1 -+
J.M\.{Al\:j —

Status

O X

rtt

2816
414328
43

8G2

0.973

0.000
Andal



- Lampiran 4 : Hasil Uji Regresi Logistik
Descriptives

Descriptive Statistics

N Mirimum Mavimum | riean Sid. Deviaticon
INTRI 105 ‘ 2700 3 Sa 0

£6.00

2T
D00

EKETRIN 103 1500
KINERJA P
Valid N (listaise: S

0o 65429

£

Frequencies

Siatistics

gy
—_—

i

Mo vehd

-
o

L

baiesing oo ool

s

Frequency Tabie

NSTRIN

Cumulative

¥ FeFCent Vaid Percent Percent
Valid <= rata-rala 46 &0 46 0 46 0
> rata-rale & 4.0 54 G 100.0
Tetet 156G %R 1000

ERSTRINA

| | Cumulative
Freguancy rercent | vehd Percend Percent
Valid <= rata-rale 47 470 47 .0 47 0
» rata-rata 53 GRS i 530 100.0
Total 100 100 s 100.G

NERJAT

Cumuative

Fraouency Fercent Yalid Fercent Ferceni
Valid <=rala-rais 4G 400 490 43 0
- reta-rete 21 510 51.C 100G
Tow 100 1000 100G

Crosstabs

Page 1



Case Processing Summary

Cases
Vahd ' Missing Total
B ] Percent jy M i Percent I | Percent
INSTRINT “ NERJAT 300 l TC0.0% | Iy R ) 06 O
EKETRINT * NERJAM 00 10T 0% | O ; T 100 G

INSTRINT * NERJAT

e
==rgta-rais > ratz-rata | Total
—

INSTRIMT  <=rata-rata 20 46
45T L A0
> ratg-reta : K
a4 4, EA Bl |
Tota A5 54
42.0% A10%
Chi-Sguare Tesis
Asymp Big Exact Sig. Exact Sig.
Yahis ot (2-sided) pZ-sided; {i-siged)
Fearson Chi-3quare g7Ab T 323
Continuity Correction® 519 i 421 i
Likefihood Ratic 876 1 323
Fieter's Exact Tesl 425 216
; ; !
885 1 305
100 |
a Z¥21ab

b Gcelis | O%) have expecied countiess then 5. The minimum expecisd countis 2254

Symrmettic Measures

Valle ! Apprex. Sig.
Nominal Ty Fhi 099 | 223
Morina Cramers V 099 223
4 of Valiz Cases 10G !

8. Mot gssuming the nudl lypothesis

b Using the aswmpiotic standard error assuming the nulf hypothesis

EKSTRINT * NERJA1

Page 2



Crosstab

NERJAT i
<=rata-rala | >rale-rata | Total

EKSTRINY  <=rata-rala  Count 31 i 47
% vathin EKSTRIN1 BE 0% | ;
> rata-reta Count 18 i
Yo within EKSTRINA 34.0% 1

Total Count 42 P

%o within EKSTRINT 48.0% &1.0%, t

Chi-Square Tests

‘

| Asymp. Sig. | ExectSic | Cxaci S
Value of s2-sided; 1 il-sidenr | ii-siled;
Pearson Chi-Square 10.204B 1 001 i
Cemirity Correcticn® 8.964 1 002 ‘
Liketnood Ratic 10 282 1 00t | ‘
Ficher's Evact Test | [ta | a0
et Sy inear 10102 1 001 | s
N o 100 | |
Z. Computed only for e Ox 7 tabie
£ 0 ceds (0% have expecied count fess than 5 The minimum EXPECIET Countis 23 07

Symnaetric Measures

Value Approv. Sig
nominal by [Seat 218 2CH
Momina! Cramers Vv 318 001
oot Veid Cases 100

& hiot gssuming the nadl hygothesis,

b Using the asymplctic standard error assuming the null hypothesis.

Logistic Regression

Case Processing Summary

Unweighted Cases” N ! Percent
Selected Cases ncluded in Analysis 100 | 100.C
Missing Cases 0 { Q
Totwi 100 | 1060
Unselected Cases G 5
Tolzl 1CC 100.0

a Itwsightis in efiect see classification table for the total number of cases

Dependent Variable Encoding

Orniginai Value Interiial Value
<=rata-rata 0
> rala-rala 1

Page 3



Categerical Variables Codings

Parameter

Freauency (1)
FKETRIMNYT  <=rata-rata 47 000
> ragta-rata 53 1000
INETRIHS <= rgta-rata 48 200
= rata-rafe 54 1.000

Biock 0: Beginning Block

Classification Table

a.b

| Predicted
NERJaT Fercentage
<=rale-rata | > ratarala | Correct
Slep 0 <=rala-ratg ¢ 46 0
> rata-rata 0! 51 000
e gl DETCRITIE GE ! 510
& Corgtontig inclided i the modet
BoThe oot sl is D0
Variables in ihe Equation
! !
- [ ;' N . e
B ] S E i Wald o 3ig 0 EapiB
Sten 0 Corstant 040 | 200 040 1 847 ¢ 1041
Variables not in the Equation
Score af Sig
Sten vanarles INSTRINA 875 1 303
a EKSTRINT{1; 10 204 1 Ray
FKSTRINA{1) by _ -
SRSTRINTCY) By 4008 1 045
INSTRINT G
Crierall Stevstics 10.990 3 01z

Block 1. Method = Forward Stepwise {Wald}

Crnndbus Tests of Model Cosflicients

] Chi-sguate | di Sig.
Sier I 1 00
10382 1 LG
10352 1 01
Model Summary
-2 L0g Cox & Snell Nagelkerke R
Step likeithood R Sguare Square
1 128207 098 132
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Clagsification Table?®

=

Predicied

NERJAT FPercentage

Cosenved! <=rata-rata ; = rala-rata Comect
Ster 1 MER <=rata-rela 3 18 633
> ratg-rata 16 | 25 | 626

; €6.0

Variablas in the Equation

ald at Sio

m
o
i
s

; 1326 AZ3 8832 11 5oz
f T [l R . t Pt
Loz - GG 305 1615 | b L3z
Variabies in the Equation
Variables not in the Equation
STore [ Sig

Sen Vanenles IMNSTRINM 1) 347 1 588

i ExSTRIMNAI T by . 5 aan

IRSTRIM A HUo ' Ban

874 2 £45
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L.ampiran 5 : ljin Penelitian INTAH KABUPATEN MOJOKERTO
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

JALAN JENDERAL A. YANI NOMOR 16 TELEPON 321793 - 321953
MOJOKERTO (61318)

SURAT KETERANGAN

Untuk melakukan survey / research f KKN

Nomor - @72/ 347/ 406-205/ 2001

Membaca 1. SAT MIREKTER UNIVERSITAS AIRLANGRL PROGCRAM PASCASARJANA TANEGAL 15 SEFTEMARR
x 2001 ROMOR : $100/J03.4/7p/2001
X

Mengingat 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Ne. 3 Tahun 1872

2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat | Jawa Twnur Tgl 17 Juli 1972 No. Gub. 187 /1872

dengan ini menyatakan TIDAK KEBERATAN dilakukan survey /research / KKN oleh

Nama penanggung jawab

Alamat

Thema Acara/ Survey / Research / KKN . " PENGABVE IMRALAN PEANAMP TINGIAT KINERJA SEM FEMERINTANAN
BESA PAMA. ERA OTONONI MERAN SVATY STVMI TENTANG IMBALAN -~
EXATEIRSIE BAN IMBALAN EESTRINSIK BAGI KEPALA ¥ESL B3I KADY -
PATEN MOJOXERT *

Oaeran/ Tempat diakukan Survey (KKN -~ 3gSA / YEPALA BESA SE XKABUPATEN MeJOKRRTS

Lamanya Survey / Research / KKN 1 (SATY) BULAN MULAI TEL. 1 OXTOBER S/3 30 eKTe3iR 2001
Pengikut / Peserta Survey / Research KKN res, MUSPACIR

DENGAN KETENTUAN - KETENTUAN SEBAGA{ BERIKUT :

1. Dalam jangka waktu 1 x 24 jam setelah tiba ditempat yang dituju diwajibkan melapor kedatangannya kepada Camat dan Kepofisian
setempat.
2. Mentaati ketentuan - ketentuan yang berlaku dalam Daerah hukum Pemerintahan setempat.
Menjaga tata terib, keamanan, kesopanan, dan kesusilaan, menghindari pernyataan - pernyataan baik dengan lisan ataupun tulisan/
lukisan yang dapat melukai/menyinggung perasaan, menghina agama. bangsa dan Negara dari suatu golongan penduduk.
4, Tidek diperkenankan menjalankan kegiatan - kegiatan of luar ketertuan - ketentuan yang telah ditetapkan sebagal tersebut diatas.
5. Setelah berakhir dilakukan survey ! research, diwajibkan lerisbih dahulu melaporkan kepada Pejabal Permearintah setempat mengenar
selesainya pelaksanaan survey /research sebelum meninggalkan Daerzh lempat survey /research.
6. Dalam jangka waktu satu pulan setelah dilakukan survey fresearch, diwajibkan memberikan laporan tentang oelaksanaan hasii -
hasiinya kepada :
1. Ketua BAPPEDA Prop. Jawa Timur,
2. Kepala BAKESBANE PRAPF,JAWA PIMWR
3. Bupati Mojokerto
ca. KEPAEA BAXRSPANGLINMAS EABUPATEX MOJOEKERTS
4. Kanwii / Direktorat / Dinas / Jawatan / Lembaga yang bersangkutan
Ketua BAPPEDA Kabupaten Mojokero,

7. Surat keterangan ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata bahwa pemegang sural keterangan ini tidak meme-
nuhi ketentuan - ketentuan sebagai tersebut di atas.

wqokeﬂo .20 _SEPYEMRER 2481
£ TN BUPATI MOJOKERTO

TEMBUSAN : di Sampaikan Kepada
Y. 1, Sdr, CAMAY SE TABUPATEN NOJOXERTe

2, 84r, TA POASEX SE TABUPATEN MOJOXERTS \
3, 84z, YADS IERUANGIWMY Y\




